BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DEPUTI PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH BIDANG POLITIK,

HUKUM, KEAMANAN, PEMBANGUN |MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

bpko)

KEPUTUSAN
DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUAN%AN DAN PEMBANGUNAN
BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH BIDANG POLITIK, HUKUM,
KEAMANAN, PEMBANGUNAN MANUSIA, DAN KEBUDAYAAN
NOMOR KEP-8/D2/03/2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS ALUR PENUGASAN DAN FORMAT LAPORAN
PENGAWASAN PELAKSANAAN VAKSINASI CORJNA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) BAGI APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH

DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH BIDANG POLITIK, HUKUM,
KEAMANAN, PEMBANGUNAN MANUSIA, N KEBUDAYAAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (9)
huruf a dan b Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun
2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan
Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19), Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan telah menerbitkan
Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-
6/K/D2/2021 tentang Pedoman Pengawasan
Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) bagi Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Daerah;

b. bahwa  untuk memudahkan pelaksanaan
pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a,

diperlukan adanya | Petunjuk Teknis Alur




Mengingat

Penugasan dan Fonrnat Laporan Pengawasan
Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) bagi A;Jarat Pengawasan Intern
Pemerintah Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Daerah; T

bahwa berdasarkan ;?ertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputus?n Deputi Kepala Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bidang
Pengawasan Instansi Femerintah Bidang Politik,
Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan
Kebudayaan tentangT3 Petunjuk Teknis Alur
Penugasan dan Format Laporan Pengawasan
Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) bagi ApFrat Pengawasan Intern
Pemerintah KementTrian /Lembaga/Pemerintah

Daerah;

Peraturan Pemerintah‘ Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Penge?dalian Intern Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Presiden Nom‘;or 192 Tahun 2014 tentang
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(Lembaran Negara RepLTblik Indonesia Tahun 2014
Nomor 400); ‘

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang
Pengadaan Vaksin dap Pelaksanaan Vaksinasi
dalam rangka Pena langan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tath 2020 Nomor 227);
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 84 Tahun 2q20 tentang Pelaksanaan
Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Corona
Virus Disease 2019 (FOVID—19) (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1559);
|




Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

Keputusan Kepala Bailan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan Nomor KEP 6/K/D2/2021
tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan
Vaksinasi Corono Viruf Disease 2019 (COVID-19)

~3-

Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
Kementerian/ Lembag:j Pemerintah Daerah.

|
MEMUTUSKAN: |

Petunjuk Teknis Alur‘ Penugasan dan Format
Laporan Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi Corona
Virus Disease 2019 |(COWD-I 9) bagi Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah
Kementerian/Lembaga/ lTemerintah Daerah
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Keputusan Deputi
Kepala ini. |

Petunjuk Teknis Alur | Penugasan dan Format
Laporan Pengawasan sebragaimana dimaksud dalam
Diktum Kesatu menjadi afuan bagi Aparat Pengawas
Intern Pemerintah di lingkungan
Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah dalam
melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan atas
Pelaksanaan Vaksinﬁsi dalam rangka
Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19);

Petunjuk Teknis Alur ‘Penugasan dan Format
Laporan Pengawasan seb#gaimana dimaksud dalam
Diktum Kesatu rnerupafkan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor
KEP-6/K/D2/2021 tentaﬁg Pedoman Pengawasan
Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) bagi Aparpt Pengawasan Intern
Pemerintah Kementer"ian /Lembaga /Pemerintah

Daerah.




KEEMPAT :  Keputusan Deputi Kepala ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan. '

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 Februari 2021

DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BIDANG
PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH
BIDANG POLITIK, HUKUM, KEAMANAN,
PEMBANGUNAN MANUSIA, DAN

\KEBUDAYAAN, {L/

g/‘ i

~J N
IWAN TAUFIQ PURWANTO




L

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEPUTI KEPALA BADAN

PENGAWASAN

KEUANGAN DAN

PEMBANGUNAN BIDANG PENGAWASAN
INSTANSI PEMERINTAH BIDANG POLITIK,

HUKUM, KE
MANUSIA, DAN

ANAN, PEMBANGUNAN
EBUDAYAAN

NOMOR KEP-8/D2/03/2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS ALUR PENUGASAN

DAN FORMAT

LAPORAN PENGAWASAN

PELAKSANAAN VAKSINASI CORONA VIRUS

DISEASE 2019
PENGAWASAN

(COVID-19) BAGI APARAT
INTERN PEMERINTAH

KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH

DAERAH

PETUNJUK TEKNIS ALUR PENUGASAN DAN FORMAT LAPORAN
PENGAWASAN PELAKSANAAN VAKSINASI CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) BAGI APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH

Alur Penugasan Pengawasan Pelaksanaan Vaksi
2019 (COVID-19) bagi Aparat Pengawas
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah

nasi Corona Virus Disease

an Intern Pemerintah
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ALUR PENUGASAN DAN PELAPORAN

BPKP PUSAT ITIEN K/L/TNI/IRWASUM BPKP PERWAKILAN INSPEKTORAT PROVINSI INSPEKTORAT KAB/KOTA
KOORDINASI DAN KOLABORASI PELAKSANAAN PENGAWASAN VAKSINASI COVID-19
ST FASYANKES ST FASYANKES ST FASYANKES ST DINKES PROV DAN ST DINKES KAB/KOT DAN
VERTIKAL/PROV/KAB/KOTA VERTIKAL/PROV/KAB/KOTA VERTIKAL/PROV/KAB/KOTA FASYANKES FASYANKES KAB/KOT
PRO/KAR/KOT

OUTPUT:
AP E1 (FASYANKES VERTIKAL)
{Jk diperlukan dapat melakukan

OUTPUT:
“LAP D1 (FASYANKES VERTIKAL)

P

QUTPUT 1:
“ LAP C1 (FASYANKES VERTIKAL)

OUTPUT 1:
LAP 81 (DINKES PROV DAN FASYANKES PROV) =

OUTPUT 1:
LAP Al (DINKES KAB/KOT DAN

-

r
]
1| pengawasan langsung di Fasyankes Prov/ r — LAP B2 (FASYANKES PROV) : "'tl.:: :i t;g:::::i ;:2:(]0“ — LAP A2 (FASYANKES KAB/KOT)-Bila diperiukan | | FASYANKES KAB/KOT)
: Kab/Kota) | = LAP A2 (FASYANKES KAB/KOT) : :
i [
] |
I I ‘
i i 19 1 i I
. : 11 i 1 i 1
! i) 1! ! .
I 1 1} 1 b : [
- i : $ 4 ,I. < . .i. 1
- e i i e RN S S S ) [, (S . i D e s i o
]
| | iy : - )
1
I : B e L | TERIMA: i TERIMA:
R — L I LAP B2 (DUK. FASYANKES : LAP A2 (DUK. FASYANKES
I PROVI i KAB/KOT)
I I
I !
I i I
Y ; My
1 A1
Tim Koordinasi Pelaksanaan OUTPUT 2: l OUTPUT 2: : OUTPUT 2:
PengawasanVaksinasi Covid-19 LAP D2=3D1 + C1 + E1 QUTPUT 2: < LAP B3-B1+82 (KOMPILASI PROVOARI L LAP A3 =A1+A2 (KOMPILASI SE- <
(TINGKAT PUSAT) (KOMPILASI OLEH LAP C2=E1+D14C1+B3+A3 1] | omxes prov DA FasvaNKes PRoV) KAB/KOT (DINKES KAB/KOT DAN
R —= ——RIEN/IRTAMA/RWASUM KAL) (KOMPILASTSE-PROVINST | [ | s =
. L] | OLeH BPKP PERWAKILAN) o3 1 i e -
L (1 1 1
; I 1
OUTPUT 2: P T —— - ........._--___..r_____--...._-...-_...._..___..._=
E2=334C2 (LAP KOMPILASI 1 i R 1
NASIONAL) 1 1 ] !
] N :
] i i
1 ] I 1
N Al A4

Ditujukan ke Presiden RI dgn
tembusan Menko
Perekonomian selaku Ketua
KPC-PEN, Mendagri dan
Menkes

D2 Ditujukan ke Menteri/Kepala
Lembaga dg Tembusan
Kepala BPKP

Lap C2 Ditujukan ke Gubernur dg
Tembusan Mendagri, Irjen
Mendagri, Deputi Bidang PIP
Polhukam dan Kepala Dinas
Kesehatan Provinsi

Lap B3 Ditujukan ke Gubernur
dg Tembusan Inspektur Jenderal
Mendagri, Pwk BPKP dan Kepala

Dinas Kesehatan Provinsi

Lap A3 Ditujukan ke
Bupati/Walikota dg Tembusan
Irjen Mendagri, Pwk BPKP dan

Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kot




PE.ASAN ALUR PENUGASAN DAN PELAPORAN

APIP RUANG LINGKUP PENUGASAN TUJUAN SURAT TUGAS QUTPUT (LAPORAN) TUJUAN LAPORAN TEMBUSAN LAPORAN
INS'ORAT Dinas  Kesehatan Kab/Kot dan | Kepala Dinas Kesehatan | Lap A1 Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kot -
KAETEN/KOTA Fasyankes Kab/Kot Kabupaten/Kota (Dinkes Kabupaten/Kota dan Fasyakes
Kabupaten/Kota)
Lap A3=A1+A2 Bupati/Walikota a. Inspektur Jenderal Mendagri;
(Kompilasi Kabupaten/Kota) b. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi;
c. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
INS'ORAT Dinas  Kesehatan Provinsi dan | Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lap B1 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi -
PRGI Fasyankes Provinsi (Dinkes  Provinsi dan Fasyakes
Provinsi)
Fasyankes Kabupaten/Kota Kepala Dinas Kesehatan | Lap A2 Kepala Dinas Kesehatan | Inspektur Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota (Fasyankes Kabupaten/Kota) Kabupaten/Kota
Lap B3=B1+B2 Gubernur a. Inspektur Jenderal Mendagri;
(Kompilasi Provinsi) b. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi;
c. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.
PERILAN BPKP Fasyankes Vertikal (RS Vertikal/KKP) Pimpinan Fasyankes Vertikal Lap C1 Pimpinan Fasyankes Vertikal Irjen KIL/TNI/Irwasum
(Fasyankes Vertikal)
Fasyankes Provinsi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lap B2 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Inspektur Provinsi
(Fasyankes Provinsi)
Fasyankes Kabupaten/Kota Kepala Dinas Kesehatan | Lap A2 Kepala Dinas Kesehatan | Inspektur Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota (Fasyankes Kabupaten/Kola) Kabupaten/Kota
Lap C2=E1+D1+C1+B3+A3 Gubernur a. Menteri Dalam Negeri;
(Kompilasi Provinsi dan b. Irjen Mendagri;
Kabupaten/Kota) c.Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang
Polhukam PMK
d. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
INS'ORAT Fasyankes Vertikal (RS Vertikal/KKP) Pimpinan Fasyankes Vertikal Lap D1 Pimpinan Fasyankes Vertikal Kepala Perwakilan BPKP Provinsi sesuai
JEML (Fasyankes Vertikal) wilayahnya
KILRWASUM Fasyankes Provinsi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lap BZ Kepata Dinas Kesehatan Provinsi— | Inspektur Provinsi
(Fasyankes Provinsi)
Fasyankes Kabupaten/Kota Kepala Dinas Kesehatan | Lap A2 Kepala Dinas Kesehatan | Inspekiur Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota (Fasyankes Kabupaten/Kota) Kabupaten/Kota
Lap D2=3 D1 Menteri/Kepala Lembaga Kepala BPKP
(Kompilasi Fasyankes Vertikal oleh
Itien/Irtamal Irwasum)
BPHISAT Fasyankes Vertikal (RS Vertikal/KKP) Pimpinan Fasyankes Vertikal Lap E1 Pimpinan Fasyankes Vertikal a.Irjen KIL/TNI/irwasum
(Fasyankes Vertikal) b.Kepala Perwakilan BPKP Provinsi sesuai
wilayahnya
Lap E2=34C2 Presiden Menko Perekonomian selaku Ka KPC-PEN,

(Kompilasi Nasional)

Mendagri dan Menkes
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II. Format Laporan Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease

2019 (COVID-19) bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

LOGO/KOP |

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah

APIP KABUPATEN/KOTA
|

LAPORAN HASIL AUJIT
ATAS PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA
PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19 PADA

KABUPATEN/KOTA.........
NTo]V o= S
TANGGAL : ....oooovr 2021




LOGO/KOP APIP KABUPATEN/KOTA
Identitas dan Alamat APIP

Nomor — : 2021
Lampiran v
Hal Laporan Hasil Audit atas Pelaksanaan Vaksinasi
Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi
Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19) pada
Kabupaten/Kota...........
Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota..........

di...

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Audit atas Pelaksanaan Vaksinasi Dalam

Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19) pada

Kabupaten/Kota........... , dengan pokok-pokok bahasan sebagai berikut:

1. Dasar Pelaksanaan audit
Dasar pelaksanaan audit adalah:

a.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah;
Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan
Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19);
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan

Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19);

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
HK.01.07/MENKES/12757/2020 Tentang Peneta‘ an Sasaran Pelaksanaan
Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor
KEP-6/K/D2/2021 tentang Pedoman PengawasTn Pelaksanaan Vaksinasi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) bagi Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP) Kementerian/LembagaIPemerin(;h Daerah;.

Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor
HK.02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pel

Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

ksanaan Vaksinasi Dalam

Keputusan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor
HK.02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam




|

Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
h. Surat Tugas Inspektur Kabupaten/Kota................. Nomor ST-........cc.ec.....
tanggal .... Januari 2021 perihal ....................... |
2. Tujuan Audit
Tujuan audit adalah untuk memperoleh keyakin?n memadai bahwa proses
perencanaan, pelaksanaan, alokasi dan pemanfaatan sumber daya, serta Monitoring
dan Evaluasi kegiatan program vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi
COVID-19 telah dilaksanakan melalui tata kelola yang baik dan memberikan
rekomendasi perbaikan atas kelemahan yang ditemui.
3. Sasaran dan ruang lingkup audit
a. Sasaran audit adalah menilai auditan telah menjalankan program vaksinasi
kegiatannya secara ekonomis, efisien, dan efektif.i Di samping itu, sasaran audit
juga untuk mendeteksi adanya kelemahan sistem pengendalian intern serta
adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan,
dan ketidakpatutan (abuse). Program vaksinasi dalam rangka penanggulangan
pandemi COVID-19 tahun 2021 yang dilaksanbkan oleh Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota............. dengan jumlah audit uji Tetik pada Fasilitas Pelayanan
Kesehatan sebagai berikut:
Contoh:Tabel-1

No Jenis Fasyankes Jumlah Keterangan
1. | Puskesmas
. | RSUD Kab/Kot |
3. | '
4. | ...

b. Ruaﬁg lingkup audit program vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi

COVID-19 terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, alokasi dan pemanfaatan
sumber daya, serta Monitoring dan Evaluasi kegiatan vaksinasi.

c. Pelaksanaan audit program vaksinasi dalam rang,(a penanggulangan pandemi
Covid-19 tahun 2021 dilaksanakan dengan mengambil sampel fasyankes
sebanyak ..... fasyankes pada Kabupaten/Kota... s?banyak.... hari Pemeriksaan,
dengan jumlah auditor sebanyak ....... orang.

4. Batasan Tanggung Jawab |

Auditor hanya bertanggungjawab sebatas simpulan hasil audit. Kebenaran dan

validitas dokumen yang disampaikan kepada auditor Lebagai dasar pengambalian

simpulan menjadi tanggungjawab manajemen program atau pihak-pihak terkait yang
menyampaikan dokumen. |

5. Metodologi audit |
Metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan audit program vaksinasi dalam




U e

rangka penanggulangan pandemi Covid-19 adalah: |

a. Perencanaan audit antara lain pemahaman bisnis proses, mitigasi risiko dan
penyusunan pedoman audit termasuk penyusunan langkah kerja audit serta
penetapan waktu audit.

b. Penetapan jumlah sampling pengujian, analisis terhadap data kuantitatif atas data
primer dan data sekunder yang tersedia dan diperoleh dari lembaga/instansi
pemerintah termasuk wawancara dengan stakeholder serta prosedur lainnya
yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

c. Audit dilaksanakan sesuai Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI)

yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).
6. Informasi umum

a. Identitas auditan ‘
Menginformasikan nama dan alamat kantor, dan nama, nomor dan tanggal SK
Jjabatan pimpinan kantor Dinas Kesehatan Kabupa{en/Kota.
b. Sumber dan Realisasi Anggaran Pelaksanaan Vaksinasi
1) Merupakan data dan informasi pasca pelaksanaan satu siklus vaksinasi (2
kali suntikan). ‘
2) Menginformasikan sumber dana, pagu anggaran dan realisasi penggunaan
anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.‘
3) Anggaran merupakan dukungan dari APBN/APBD (Kabupaten/Kota)/Sumber
Dana Lainnya untuk pelaksanaan vaksinasi
Contoh:Tabel-2 ‘

No | SumberDana | Pagu Realisasi | %-tase
1. | APBN
2. | APBD
3. | Lainnya
Jumlah

c. Daftar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)

1) Merupakan data dan informasi pasca pelaksanaan satu siklus vaksinasi (2
kali suntik).

2) Menginformasikan daftar Fasilitas Pelayanan Kesehatan “existing” dan yang
ditetapkan/ditugaskan (Klinik/RS Swasta yang melakukan MoU dengan Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota) sebagai pelaksana vaksinasi di wilayah
Kabupaten Kota. |

Contoh:Tabel-3

1. | Puskesmas
2 RSUD Kab/Kot |
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RSUD Provinsi

&1t

UPT  Vertikal
Pemerintah
Pusat,KKP dll)

(RS

5. Klinik Swasta
6.

RS Swasta

Jumlah

d. Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Vaksinasi (Vaksinator)

1) Menginformasikan total Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang

mendapatkan pelatihan vaksinasi Covid-19 dan SDMK yang ditugaskan

melaksanakan vaksinasi di Fasyankes di wilayah Kabupaten/Kota;

2) Menginformasikan

dibandikan dengan jumlah Target Sasaran Vaksinasi.

Contoh:Tabel-4

rasio pelayanan jumlah SDMK yang ditugaskan

Vaksinator Sudah Dilatih Vaksinator ditugaskan

No| Jenis Fasyankes | poyter | Perawat | Bidan | Dokter | Perawat | Bidan
1. | 3 Puskesmas | ... Oorg | ... Org | ... Org | ... Org | ... Org | ... Org
2. | ¥ RSUD Kab/Kot | ...... org | ...... g | o Qrg | s NG| s Org ... Org
3. | ¥ RSUD Provinsi | ... Org | ... Oorg | v Org | ... Org | ... Org | ... Org
4. | ¥ UPT Vertikal (RS | ...... I e org | = Org 1= org | ...... Org | ...... Org

Pemerintah

Pusat,KKP dll)
5. | ¥ Klinik Swasta ..0rg | ... Org | ...... Org | ...... Org | ..... Org | ...... Org
6. | > RSSwasta | ... O || s Org | e org | Org | ...... Qg | Org

Jumlah | ... Org | ... Org | ...... Oy | .. Org | ...... Org Org |

Alokasi dan Realisasi Distribusi

aksin Covid-19.

1) Merupakan semua data dan informasi dalam sap‘u periode waktu pelaksanaan

vaksinasi satu siklus 2 kali suntikan.

2) Menginformasikan alokasi vaksin (top down Pusat) dari Dinas Kesehatan

Provinsi dan realisasi distribusi vaksin yang diterima oleh Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota.

Contoh:Tabel-5

No. Uraian

Satuan

Jumlah hlaksln

Diterima | Dikirim

Ket.

Alokasi Provinsi Vial | ...
1. | Diterima dari Dinkes Vial | ...
Provinsi
2. | Realisasi distribusi ke
Fasyankes
a. > Puskesmas Vial
b. > RSUD Kab/Kot Vial
c. > RSUD Provinsi Vial
d. ¥ UPT Vertikal (RS Vial
Pemerintah Pusat, KKP
(s11))
e. > Klinik Swasta Vial
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f. > RS Swasta Vial

Jumlah distribusi Vial
3. | Stock Gudang Dinkes Vial

Kabupaten/Kota

Sumber data: Aplikasi P-Care atau BAST |

f. Target dan Realisasi Sasaran Vaksinasi.

1) Menginformasikan total target sasaran vaksinasi dan realisasi dalam periode
satu siklus vaksinasi (2x suntik)

2) Jumlah alokasi sasaran vaksinasi di Kabupaten/Kota sesuai dengan data pada
Aplikasi (isian kolom 3). |

3) Jumlah sasaran yang hadir pada masing—masin? Jenis fasyankes (isian kolom
4) |

4) Jumlah sasaran (hadir) hasil pelayanan 4 meja di masing-masing jenis
fasyankes (isian kolom 5, 6) |

5) Jumlah sasaran yang ditolak oleh sistem (isian kolom 7)

6) Jumlah target sasaran yang hanya menerima satu kali suntikan dan tidak hadir
pada saat jadwal suntikan ke 2 (DO) di masing-masing jenis fasyankes (isian
kolom 8)

7) Jumlah kejadian KIPI pada masing-masing fasJ/ankes yang diuji petik (isian
kolom 9)

8) Jika tidak memungkinkan mendapatkan data per masiing-masing jenis
fasyankes dapat diinfokan data secara global Kabupaten/Kota

Contoh:Tabel-6 |

| e | 0o | ke |

(1) (2) |, ] ® |

1. | ¥ Puskesmas ...0rg ..0rg
5 RSUD Org | ..Org
Kab/Kot

| ¥ RSUD ...0rg ...0rg ...0rg ...0rg ..0rg ...0rg ...0rg
Provinsi

4. | ¥ UPT Vertikal ..0rg ...0rg ...0rg ..0rg ...0rg ..0rg | ..Org
(RS Pemerintah
Pusat, KKP dll)

5. | 5 Klinik Swasta ...0rg ...0rg ...0rg ...0rg ..0rg ...0rg ..0rg

6. | 5 RS Swasta ...0rg ...0rg ...0rg ...0rg ..0rg | ..Org ...0rg
Jumlah ..0rg ...0rg ...0rg ...0rg ...0rg ...0rg

Cantumkan sumber data dan tanggal dan jam cut off pelaporan.
Sumber data = Ouput Aplikasi yang digunakan untuk mencatat pelaksanaan vaksinasi
(Aplikasi P-Care).
g. Alokasi dan Realisasi Distribusi Peralatan Pendukung dan Logistik.
1) Menginformasikan saldo awal (existing) sarana dan logistik pendukung

vaksinasi di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
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2) Menginformasikan jumlah sarana dan logistik
Dinas Kesehatan Provinsi/Pusat;

3) Menginformasikan total sarana dan logistik
kepada seluruh fasyankes di wilayah se-Kabu,

pendukung yang diterima dari

pendukung yang dikirimkan

aten/Kota;

4) Menginformasikan saldo sarana dan logistik pendukung di Kantor Kesehatan

Kabupaten/Kota.
5) Membuat lampiran untuk masing — masing p
logistik pendukung vaksinasi.

2nerima distribusi sarana dan

6) Terkaitdengan kartu vaksinasi kemungkinan );tng didistribusikan kurang dari

kebutuhan (karena kartu vaksinasi dapat lang
care)
Contoh:Tabel-7

Alokasi dari Provinsi

ng di print melalui aplikasi p-

1. | Saldo Awal (milik
Dinkes
Kabupaten/Kota
sendiri)

2. | Jumlah diterima (dari
Dinkes
Provinsi/Pusat)

3. | Distribusi ke
Fasyankes

a | > Puskesmas

5 RSUD Kab/Kot

b

¢ | > RSUD Provinsi
d | ¥ UPT Vertikal
(RS Pemerintah
Pusat,KKP dll)

e | ¥ Klinik Swasta

f | 5 RS Swasta

Jumlah dikiim ke
Fasyankes

4. | Stock Dinkes di
Kab/Kota (1+2-3)

Sumber data: Aplikasi yang digunakan untuk mencatat alur barang dalam pelaksanaan

vaksinasi (Aplikasi SMILE)
Keterangan Kode:

| (==

A2 Alcohol Swab Pcs

A3 Safety Box Pcs
B. | APD B.1 Masker Pcs

B.2 Face Shield Pcs

B.3 Sarung Tangan Pcs
C. | Cold Chain CA Vaccine Refrigator

C.2 Cold Box

C3 Cold Pack




C4 Vaccine Carrier
D Kartu Vaksinasi D

7. Temuan audit Umum.

a. Penilaian ketepatan Sasaran |
1) Menguraikan permasalahan terkait dengan ketepatan sasaran program vaksinasi
yang dijumpai dalam pelaksanaan audit. Temuan harus mengungkapkan secara
jelas dan ringkas ‘kondisi, kriteria, penyebab, bkibat, tanggapan auditan dan
rekomendasi”.
2) Sesuai dengan TAO sebagai berikut: |
TAO b.4  Pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten/Kota tidak tepat sasaran
b. Penilaian ketepatan Jumlah
1) Menguraikan permasalahan terkait dengan ketepatan jumlah program vaksinasi
yang dijumpai dalam pelaksanaan audit. Temuan harus mengungkapkan secara
Jjelas dan ringkas ‘kondisi, kriteria, penyebab, T'akibat, tanggapan auditan dan
rekomendasi”.
2) Sesuai dengan TAO sebagai berikut:
a) TAOa1  Pemerintah Kabupaten/Kota tide mempunyai dana dukungan
vaksinasi,
b) TAOa.2 Jumlah vaksin COVID-19 yang iditerima Kabupaten/Kota tidak
sesuai dengan jumlah sasaran;
¢) TAOa3 Distribusi vaksin dari Provinsi kf Kabupaten/Kota tidak sesuai
dengan ketentuan;
d TAOa4 Jumlah dan jenis peralatan pendukung/logistik di
Kabupaten/Kota tidak sesuai de*gan kebutuhan;
e) TAOb.3 Target output Kabupaten/Kota| yang telah ditetapkan tidak
tercapai.
c. Penilaian ketepatan Waktu
1) Uraikan permasalahan terkait dengan kesiapan ‘ dan keseuaian jadual dinkes
Kesehatan kabupaten/kota pada kegiatan distribusi vaksin dan logistik yang dijumpai
dalam pelaksanaan audit. Temuan harus mengungkapkan secara jelas dan ringkas
‘kondisi, kriteria, penyebab, akibat, tanggapan audiJPn dan rekomendasi”.
2) Sesuai dengan TAO sebagai berikut:
TAO b.2  Monitoring dan evaluasi vaksinasi COVID-19 tidak dilakukan sesuai
Jjadual ‘
d. Penilaian Ketepatan Kualitas
1) Uraikan permasalahan terkait dengan ketepatan kLaﬁtas program vaksinasi yang
dijumpai dalam pelaksanaan audit. Temuan harus mengungkapkan secara jelas dan
ringkas “kondisi, kriteria, penyebab, akibat, tanggapT'an auditan dan rekomendasi”;
2) Sesuai dengan TAO sebagai berikut:




\

a) TAODb.1  Permasalahan dari hasil monitoring tidak ditindaklanjuti;

b) TAOc.1 Kualitas cold chain vaksin di daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
seperti, cold room, freeze room, refrigerator, dan freezer tidak
memadai.

3) Melakukan koordinasi, klarifikasi dan diskusi dengan BPOM setempat atas
hasil audit mengenai ketepatan kualitas

Penilaian Ketepatan Administrasi |

1) Uraikan permasalahan terkait dengan ketepatan administrasi program vaksinasi
yang dijumpai dalam pelaksanaan audit. Temuan harus mengungkapkan secara
Jjelas dan ringkas “kondisi, kriteria, penyebab, akiblt, dan rekomendasi

2) Sesuai dengan TAO sebagai berikut:

a) TAOb.1  Permasalahan dari hasil monitor"ing tidak ditindaklanjuti;

b) TAODb.5 Permasalahan KIPI tidak segera ditindaklanjuti;

¢) TAODb.6 Pertanggungjawaban administrasi dan keuangan kegiatan
vaksinasi di Kabupaten/Kota tiérak sesuai dengan peraturan
yang berlaku.

Penilaian Efisiensi Pelaksanaan Distribusi

Menguraikan permasalahan terkait dengan penggunaan anggaran dalam
pelaksanaan distribusi vaksin dan peralatan pendukung/logistik apakah sudah
sesuai dengan prosedur, ketentuan dan efisien. Temuan harus mengungkapkan
secara jelas dan ringkas “kondisi, kriteria, penyebab, akibat, tanggapan Pimpinan
Fasyankes dan rekomendasi”.

Kecukupan Pengendalian Risiko Fraud ‘

Menguraikan permasalahan terkait dengan Sistem Pengendalian Internal pada
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam mengendalikan kemungkinan terjadinya
fraud pada pelaksanaan distribusi vaksin dan peralatan pendukung/logistik.
Temuan harus mengungkapkan secara jelas dan ringkas ‘kondisi, kriteria,
penyebab, akibat, tanggapan Pimpinan Fasyankes dan rekomendasi”.

8. Hasil Audit Uji Petik di Fasyankes
Merupakan hasil temuan yang dijumpai di fasyankes yang dilakukan uji petik.

Informasi Umum
1) Jumlah uji petik audit pada Fasyankes pelaksana vaskinasi
a) Menginformasikan jumlah Fasyankes yaﬂwg dilakukan uji petik yang
berisikan dengan memuat seperti contoh.
Contoh:Tabel-8

No Nama i Kepala/Pimpinan SK Penetapan
Fasyankes Fasyankes / NIP Nomor Tanggal
1. | Fasyankes A




o

2. | Fasyankes B

3. | Fasyankes C

4. | Dst......

2) Sumber dan Realisasi Anggaran Pelaksanaan Vaksinasi

Menginformasikan sumber dana (APBN, APBD, Lainnya), pagu anggaran, dan

realisasasi penggunaan dana vaksinasi di masing-masing fasyankes pada

periode satu siklus vaskinasi (2x suntik) yang dilakukan uji petik.
Contoh:tabel-9

No | Nama Fasyankes Sumber Dana Paﬁu Realisasi %-tase
1. | Fasyankes A « APBN

« APBD

« Lainnya

2. | Fasyankes B

3. | Fasyankes C

4, | Dst......

Jumlah

3) Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksanaan \
a) Menginformasikan jumlah SDMK-Vaks

b)

dibandingkan dengan vaksinator yang di

masing-masing fasyankes pada periode sa

yang dilakukan uji petik.

Menginformasikan rasio pelayanan SDN

masing-masing Fasyankes.
Contoh:Tabel-10

Vaksinasi/Vaksinator

inator yang sudah dilatih
tugaskan (Surat tugas) pada

itu siklus vaskinasi (2x suntik)

MK dan target sasaran per

Vaksinator yang dilatih Vaksinator yang ditugaskan
No A Dokter | Perawat || Bidan | Dokter | Porawat | Eidan
1. | FasyankesA | .. Org | ... Org | ... Org | ... Org | ... Org | ... Org
2. | FasyankesB | ... Org | ... Org | Lo o | Org | ... Org | .. Org
3. | FasyankesC | ... Org | ... Org ||... Org | ... Org | .. Org | ... Org
4. || Dstievi o | e Org ||... Org | ... Org | .. Org | ... Org
Jumlah | ... org | ... Org || org | . O | o Org | . Org |

4) Alokasi dan Realisasi Distribusi dan Penggunaan Vaksin

a)

b)

d)

Menginformasikan distribusi dan penggun

fasyankes.

Menginformasikan realisasi distribusi vaks

masing fasyankes serta jumlah vaksin y

pelaksanaan vaksinasi.

Menginformasikan stock akhir vaksin

aan vaksin di masing-masing

in yang diterima oleh masing-
Tng digunakan dalam rangka

i masing-masing fasyankes

berdasarkan catatan (isian kolom 5) dan stock akhir vaksin berdasarkan

stock opname (isian kolom 6)

Menginformasikan selisih stock akhir berdasarkan catatan dan stock

opname dan menjelaskan kondisi selisih vaksin (isian kolom 7)




Contoh:Tabel-11
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e) Menginformasikan kondisi vaksin (isian kolom 8).

1. | Fasyankes A ..Vial ..Vial ...Vial
2. | Fasyankes B ...Vial .. Vial ..Vial .Vial .Vial
3. | Fasyankes C ..Vial ..Vial ..Vial ..Vial ..Vial
4. | Dst.... ..Vial ..Vial .. Vial ..Vial ..Vial
Jumlah ..Vial ..Vial .. Vial ..Vial ...Vial
Sumber Data.................... Per tanggal:

Contoh: Tabel-12

5) Target dan Realisasi Sasaran Vaksinasi

a) Menginformasikan total target sasaran vaksinasi dan realisasi dalam

periode satu siklus vaksinasi (2x suntik)

b) Jumlah sasaran yang hadir ke masing-ma
uji petik (isian kolom 3)

ing Fasyankes yang dilakukan

¢) Jumlah sasaran (hadir) hasil pelayanan 4 meja di masing-masing

fasyankes yang dilakukan uji petik (isian kolom 4,5)

d) Jumlah sasaran yang ditolak oleh sistem (isian kolom 6)

e) Jumlah sasaran yang hanya menerima satu kali suntikan dan tidak hadir

pada saat jadwal suntikan ke 2 (DO) di masing-masing fasyankes yang

dilakukan uji petik (isian kolom 7)

f) Jumlah kejadian KIPl pada masing-masing fasyankes yang diuji petik

(isian kolom 8)

| anke A -

1 ...Org ...0rg ...0rg ...0rg Org ..0rg |
2. | Fasyankes B ...0rg ...0rg ...0rg ...0rg Org .0rg |
3. | Fasyankes C ...0rg ...0rg ...0rg ...0rg ..Org ..0rg
4. | Dst........ ..0rg ...0rg ...0rg ...0rg ...0rg .Org
Jumlah Org ..0rg ..0rg Org ...0rg Org

Contoh:

1) Penilaian Ketepatan Sasaran

fasyankes uji petik.

a) Menguraikan permasalahan ketepatan sasaran yaitu terkait dengan

kriteria, prioritas penerima vaksin sesuai
vaksinasi yang telah ditetapkan oleh SK

tahapan, wilayah dan jadwal
Menteri Kesehatan. Temuan

harus mengungkapkan secara jelas dan ringkas “kondisi, kriteria,




2)

3)

4)

penyebab, akibat, tanggapan Pimpinan Fasyankes dan rekomendasi’.
Temuan audit agar mencantumkan identjas Fasyankes atau membuat
daftar fasyankes/temuan jika temuan audit dijumpai pada beberapa
fasyankes.

b) Sesuai dengan TAO sebagai berikut:

TAO b.4 Pelaksananan vaksinasi tidak qepat sasaran

Penilaian Ketepatan Jumlah |

Contoh:

a) Menguraikan permasalahan terkait deng‘;an ketepatan jumlah pada
pelaksanaan vaksinasi yang dijumpai dalam pelaksanaan audit. Temuan
harus mengungkapkan secara jelas dan ringkas “kondisi, kriteria,
penyebab, akibat, tanggapan Pimpinan Flsyankes dan rekomendasi”.
Temuan audit agar mencantumkan identitas Fasyankes atau membuat
daftar fasyankes/temuan jika temuan aJFit dijumpai pada beberapa
fasyankes.

b) Sesuai dengan TAQO sebagai berikut: CJ

ut;

1. TAODb.2 Terdapat kejadian Drop O
2. TAOc.2 Target output kegiatan vaksinasi COVID-19 tidak
tercapai
c) Yakini apakah ada vaksin yang diterfma dari dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota yang kirimkan lebih lanjut kepada Fasyankes lainnya.
Jika ada, buat catatan atas kondisi tersebut.
Penilaian Ketepatan Waktu ‘
Menguraikan permasalahan terkait dengan ketepatan waktu pada
pelaksanaan vaksinasi yang dijumpai dalam pelaksanaan audit. Kondisi yang
mungkin terjadi yaitu: Ketidaksiapan fasyankes karena Vaksin/peralatan
pendukung/logistik/SDMK (Vaksinator) kurang/belum tersedia sesuai dengan
Jadwal pelaksanaan vaksinasi yang telah ditetapkan, sehingga pelaksanaan
vaksinasi tidak tepat waktu.
Temuan harus mengungkapkan secara jelas dan ringkas “kondisi, kriteria,
penyebab, akibat, tanggapan Pimpinan Fasyankes dan rekomendasi”.
Temuan audit agar mencantumkan identitas Fasyankes atau membuat daftar
fasyankes/temuan jika temuan audit dijumpai pf?da beberapa fasyankes.
Penilaian Ketepatan Kualitas
Contoh:
a) Menguraikan permasalahan terkait dengin ketepatan kualitas pada

pelaksanaan vaksinasi yang dijumpai dalam pelaksanaan audit. Temuan




5)

6)
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|
harus mengungkapkan secara jelas dan ringkas “kondisi, kriteria,

penyebab, akibat, tanggapan Pimpinan Fasyankes dan rekomendasi”.
Temuan audit agar mencantumkan identitas Fasyankes atau membuat
daftar fasyankes/temuan jika temuan audit dijumpai pada beberapa
fasyankes. |

b) Sesuai dengan TAO sebagai berikut:

1 TAO a.1  Vaksin COVID-19 tidak disimpan di cold chain
sesuai standard ‘
2 TAO a.2 Mutu vaksin dalam penyimpanan tidak sesuai
standar
3 TAODb.3 KIPI pada vaksinasi C&J VID-19 tidak ditindaklanjuti
c) Melakukan koordinasi, klarifikasi dan dislfusi dengan BPOM setempat

atas hasil audit mengenai ketepatan kualitas
Penilaian Ketepatan Administrasi
Contoh:

Berdasarkan hasil audit terhadap ketepatan administrasi dalam pelaksanaan

program vaksinasi diperoleh simpulan sebagai ‘berikut:

a) Menguraikan permasalahan terkait dengan ketepatan administrai pada
pelaksanaan vaksinasi yang dijumpai dalam pelaksanaan audit. Temuan
harus mengungkapkan secara jelas dan ringkas “kondisi, kriteria,
penyebab, akibat, tanggapan Pimpinan Fasyankes dan rekomendasi’.
Temuan audit agar mencantumkan identitas Fasyankes atau membuat
daftar fasyankes/temuan jika temuan auidit dijumpai pada beberapa
fasyankes.

b) Sesuai dengan TAQO sebagai berikut:

1 TAODb.1 Pelayanan vaksinasi tidak mematuhi protokol
kesehatan
2 TAOec.1 Fasilitas Pelayanan Kejehatan belum terkoneksi
dengan aplikasi P-Care dan aplikasi SMILE
3 TAOc3 Pelaporan kegiatan vaksinasi COVID-19 melalui
aplikasi tidak optimal _
4 TAOc.4 Pertanggungjawaban administrasi dan keuangan
tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku
Efisiensi Pelaksanaan Vaksinasi
Menguraikan permasalahan terkait dengan pdnggunaan vaksin, peralatan
pendukung dan logistik serta penggunaan anggaran dalam pelaksanaan
vaksinasi apakah sudah sesuai dengan prosedur, ketentuan, dan efisien
(penggunaan sumber daya standar dibandingka?kan output yang diperoleh).
Temuan harus mengungkapkan secara jelas dan ringkas “kondisi, kriteria,

penyebab, akibat, tanggapan Pimpinan Fasyankles dan rekomendasi’.




7) Kecukupan Pengendalian Risiko Fraud
Menguraikan permasalahan terkait dengan §'stem Pengendalian Internal
pada masing-masing Fasyankes dalam rrIengendalikan kemungkinan

terjadinya fraud pada pelaksanaan vaksinasi. Temuan harus mengungkapkan
secara jelas dan ringkas ‘kondisi, kriteria, penyebab, akibat, tanggapan
Pimpinan Fasyankes dan rekomendasi”.

9. Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam bagian ini adalah permasalahan—

permasalahan lain yang dijumpai dalam pelaksanaan audit namun tidak masuk dalam

kategori suatu temuan hasil audit karena tidak mell'nenuhi unsur-unsur temuan

(kondisi, kriteria, penyebab, dan akibat).

(Temuan lainnya yang tidak ada di TAQ).

\
Demikian kami sampaikan, atas kerja sama dan perhatiannya diucapkan terima

kasih.

Inspektur Kabupaten/Kota

Tembusan Yth:
Bupati/Walikota.......... |
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LOGO/KOP SURAT

APIP PELAKSANA AUDIT FASYANKES

LAPORAN HASIL AUDIT
PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA
PENANGGULANGAN PANDEMI CPVID-‘IQ PADA
FASYANKES VERTIKAL/PROVINSI/KAB/KOT
DI KABUPATEN/KOTA.................
PROVINGI. . veien s

NOMOR e o
TANGGAL : ...cccomivise 2021
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LOGO/KOP BPKP/APIP K/L/DAERAH
Identitas dan Alamat APIP

=——r_—

Nomor 2 1 2021
Lampiran :
Hal . Laporan Hasil audit Program Vaksinasi‘ Dalam

Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus

Diseases 2019 (COVID-19) pada.....................

(Fasyankes Vertikal/Provinsi/Kabupaten/Kota) di

Kabupaten/Kota/Provinsi..............

|

Yth. (sesuai dengan surat penugasannya)
1.Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (unfuk LAP-KODE A2)
2.Kepala Dinas Kesehatan Provinsi (uniuk LAP-KODE B2)
3.Pimpinan Fasyankes Vertikal (unfuk LAP-KODE C1;D1/E1)
d ...

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Audit Program Vaksinasi Dalam Rangka
Penanggulangan Pandemi Corona Virus Diseases 2019 (FOVID-19) pada Fasyankes
Vertikal/Provinsi/Kabupaten/Kota........... di wilayah Kabupaten/Kota........ Provinsi........,
dengan pokok-pokok bahasan sebagai berikut: |

a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian

1. Dasar Pelaksanaan audit
Dasar pelaksanaan audit adalah:

Intern Pemerintah;

b. Peraturan Presiden Rl Nomor 192 Tahun 2014 tFntang Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (untuk BPKP);

c. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan
Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulal?gan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19); |

d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan
Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19);

e. Keputusan Menteri Kesehatan RepublLk Indonesia Nomor
HK.01.07/MENKES/12757/2020 Tentang Penetaq:an Sasaran Pelaksanaan
Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

f. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan‘ dan Pembangunan Nomor
KEP-6/K/D2/2021 tentang Pedoman Pengawasa‘n Pelaksanaan Vaksinasi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) bagi Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;.

g. Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan PeJJgendalian Penyakit Nomor
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HK.02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam
Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

h. Keputusan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Rengendalian Penyakit Nomor
HK.02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam
Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

i. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP/ Inspektur K/L/Daerah ................. Nomor
) (R tanggal .... Januari 2021 Perihal ...|...................

2. Tujuan Audit

Tujuan audit adalah untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa proses

perencanaan, pelaksanaan, alokasi dan pemanfaatan sumber daya, serta Monitoring

dan Evaluasi kegiatan program vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi

COVID-19 telah dilaksanakan melalui tata kelola yang baik dan memberikan

rekomendasi perbaikan atas kelemahan yang ditemui.

3. Sasaran dan Ruang Lingkup audit

a. Sasaran audit adalah menilai auditan telah menjalankan program vaksinasi
kegiatannya secara ekonomis, efisien, dan efektif. DI samping itu, sasaran audit
juga untuk mendeteksi adanya kelemahan sistem pengendalian intern serta
adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan,
dan ketidakpatutan (abuse). Program vaksinasi dalam rangka penanggulangan
pandemi COVID-19 yang dilaksanakan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

b. Ruang lingkup audit program vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi
COVID-19 terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, alokasi dan pemanfaatan
sumber daya, serta Monitoring dan Evaluasi kegiatan vaksinasi.

Pelaksanaan audit program vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi
Covid-19 Tahun 2021 dilaksanakan dengan mengambil sampel fasyankes
sebanyak ..... fasyankes pada Kabupaten/Kota... sIbanyak.... hari Pemeriksaan,

dengan jumlah auditor sebanyak ....... orang. ‘

4. Batasan Tanggung Jawab
Auditor hanya bertanggungjawab sebatas simpulan hasil audit. Kebenaran dan
validitas dokumen yang disampaikan kepada auditor sebagai dasar pengambalian
simpulan menjadi tanggungjawab manajemen program atau pihak-pihak terkait yang
menyampaikan dokumen.

5. Metodologi audit
Metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan audit program vaksinasi dalam
rangka penanggulangan pandemi Covid-19 adalah:

a. Perencanaan audit antara lain pemahaman bisniT proses, mitigasi risiko dan
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penyusunan pedoman audit termasuk penyusunan langkah kerja audit serta

penetapan waktu audit.

b. Penetapan jumlah sampling pengujian, analisis terhgdap data kuantitatif atas data
primer dan data sekunder yang tersedia dan diperoleh dari lembagal/instansi
pemerintah termasuk wawancara dengan sfakeholder serta prosedur lainnya
yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

c. Audit dilaksanakan sesuai Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI)
yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemérintah Indonesia (AAIPI).

6. Informasi Umum
a. Jumlah Fasyankes pelaksana vaksinasi |
Menginformasikan jumlah Fasyankes yang dilakukan dilakukan auditnya.

Contoh: Tabel-1

No Nama Alamat | Kepala/Pimpinan SK Penetapan
Fasyankes Fasyankes /NIP | Nomor | Tanggal

1. Fasyankes A

2. Fasyankes B

3. Fasyankes C

4, Dst......

b. Sumber dan Realisasi Dana Pelaksanaan Vaksinasi
Menginformasikan sumber dana (APBN, APBD, |Lainnya), pagu dana, dan

realisasasi penggunaan dana vaksinasi di masing-masing fasyankes pada periode

satu siklus vaskinasi (2x suntik) yang dilakukan audiﬂ(yya.

Contoh:
No | NamaFasyankes | Sumber Dana Pagu Realisasi %-tase
1. | Fasyankes A . APBN
« APBD
« Lainnya (BLU)
2. | Fasyankes B « APBN
« APBD
Lainnya
3. | Fasyankes C « APBN
« APBD
Lainnya
4. | Dst...... '
Jumlah

Sumber Data: .................... ;

Dana lainnya : BLU ‘
c. Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksanaan Vaksinasi/Vaksinator

Menginformasikan jumlah SDMK-Vaksinator yang sudah dilatih dibandingkan

dengan vaksinator yang ditugaskan (Surat tugas) pada masing-masing fasyankes

pada periode satu siklus vaskinasi (2x suntik) yang dilakukan auditnya.

Contoh: Tabel-2

Vaksinator sudah dilatih Vaksinator ditugaskan
No Fasyankes Dokter | Perawat | Bidan| | Dokter | Perawat | Bidan
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1. | FasyankesA | .. 8 I Org | ... Org | ... Org | ... Org | .. Org
2. | FasyankesB | ... Org | ... Org | ... Org | ... Org | .. Org | ... Org
3. | FasyankesC | .. Org | s Omg | i Ord | .. O | v Org | wiis Org
" - T (e Org | ... Org | ... Org | ... Org | ... Org | ... Org
Jumlah | ... Org | ... Org | ... Org | ... Qg | s ong | wu Org |
Sumber Data.................... ;per tanggal: ‘

d. Target dan Realisasi Sasaran Vaksinasi

1) Menginformasikan total target sasaran vaksinasi dan realisasi dalam periode
satu siklus vaksinasi (2x suntik)

2) Jumlah sasaran yang hadir ke masing-masing Fasyankes yang dilakukan
auditnya (isian kolom 3)

3) Jumlah sasaran (hadir) hasil pelayanan 4 meja di masing-masing fasyankes
yang dilakukan auditnya (isian kolom 4,5)

4) Jumlah sasaran yang ditolak oleh sistem (isian kolom 6)

5) Jumlah sasaran yang hanya menerima satu kali suntikan dan tidak hadir pada
saat jadwal suntikan ke-2 (DO) di masing-masing fasyankes yang dilakukan
auditnya (isian kolom 7)

6) Jumlah kejadian KIPI pada masing-masing fasyankes yang diauditnya (isian
kolom 8)

Contoh:Tabel-3

No | NamaFasyankes | Hadir — Batal | DO | KPI

[0) ] @ [ @ T O /5 @)

1. | Fasyankes A ..0rg ...0rg ...0rg ...0rg

2. | Fasyankes B ..0rg ..0rg ...0rg ...0rg

3. | Fasyankes C ...0rg ...0rg ...0rg ...0rg

4. | Dstiisineis ...0rg ...0rg ...0rg ...0rg

Jumlah ..0rg ..0rg ..0rg ...0rg ...0rg ...0rg
Sumber Data.................... Per tanggal:

Sesuai dengan Surat Dirjen P2P Kemkes Nomor: SF
Januari 2021 ditujukan kepada Dinkes Provinsi se-In

akses P-Care untuk pencatatan pelayanan vaksinas
Alokasi dan Realisasi Distribusi dan Penggunaa
1) Menginformasikan distribusi dan penggunaan
fasyankes.
2) Menginformasikan realisasi distribusi vaksin yang
fasyankes serta jumlah vaksin yang digunakan
vaksinasi.

3) Menginformasikan stock akhir vaksin di masing-m

catatan (isian kolom 5) dan stock akhir vaksin berc

kolom 6)

4) Menginformasikan selisih stock akhir berdasarka

2.02.06/1/73/2021 tanggal 18
1donesia tentang pembukaan
j Covid-19.

n Vaksin

vaksin di masing-masing

diterima oleh masing-masing

dalam rangka pelaksanaan

asing fasyankes berdasarkan

Jasarkan stock opname (isian

n catatan dan stock opname




5) Menginformasikan kondisi vaksin (isian kolom 8).
Contoh:Tabel-4
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dan menjelaskan kondisi selisih vaksin (isian kolom 7)

| | diterima | digunaken | Vaksin | Oprame) | |
(1) 5 s @) (4 | (5=34) | | (6) | (7=56) | (8
1. | Fasyankes A ..Vial .. Vial ..Vial .. Vial ..Vial
2. | Fasyankes B ...Vial ..Vial ..Vial ..Vial ..Vial
3. | Fasyankes C .Vial .Vial ..Vial ...Vial ..Vial
A | D8k i ..Vial ..Vial ..Vial ..Vial ..Vial

Jumlah .Vial .\Vial .Vial ..Vial ...Vial

Yang dimaksud 1 vial = 1.dosis untuk.vaksin jadi. |
Sumber Data:.......c..xweee: Per tanggal:
7. Temuan Hasil audit.

Penilaian Ketepatan Sasaran

Contoh:

1) Menguraikan permasalahan ketepatan sasaran yaitu terkait dengan kriteria,
prioritas penerima vaksin sesuai tahapan, dan wilayah (misalnya data Aplikasi
P-Care). Temuan harus mengungkapkan secara jelas dan ringkas “kondisi,
kriteria, penyebab, akibat, tanggapan Pimpinan Fasyankes dan rekomendasi”.
Temuan audit agar mencantumkan identitas Fasyankes atau membuat daftar

fasyankes/temuan jika temuan audit dijumpai pada beberapa fasyankes.
2) Sesuai dengan TAO sebagai berikut:
TAO b.4 Pelaksananan vaksinasi tidak tepat sasaran

Penilaian Ketepatan Jumlah

Contoh:

1) Menguraikan permasalahan terkait dengan ketepatan jumlah pada
pelaksanaan vaksinasi yang dijumpai dalam pelaksanaan audit. Temuan
harus mengungkapkan secara jelas dan ringkas “kondisi, kriteria, penyebab,
akibat, tanggapan Pimpinan Fasyankes dan rekomendasi”. Temuan audit agar
mencantumkan identitas Fasyankes atau membuat daftar fasyankes/temuan
jika temuan audit dijumpai pada beberapa fasyankes.

2) Sesuai dengan TAO sebagai berikut:

a) TAODb.2 Terdapat kejadian Drop Out;
b) TAOc.2 Targetoutput kegiatan vaksinjsi COVID-19 tidak tercapai
3) Yakini apakah ada vaksin yang diterima dari dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

yang kirimkan lebih lanjut kepada Fasyankes lainnya. Jika ada, buat catatan

atas kondisi tersebut.
Penilaian Ketepatan Waktu
Contoh:
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Menguraikan permasalahan terkait dengan ketepatan waktu pada pelaksanaan
vaksinasi yang dijumpai dalam pelaksanaan audit. Kondisi yang mungkin terjadi
yaitu: Ketidaksiapan fasyankes karena Vaksin/peralatan
pendukung/logistik/SDMK (Vaksinator) kurang/belum tersedia sesuai dengan

jadwal pelaksanaan vaksinasi yang telah diteta?kan, sehingga pelaksanaan

vaksinasi belum bisa dilaksanakan mengikuti jadual.

Temuan harus mengungkapkan secara jelas cgan ringkas ‘kondisi, kriteria,

penyebab, akibat, tanggapan Pimpinan Fasyankes dan rekomendasi”. Temuan

audit agar mencantumkan identitas Fasyankes atau membuat daftar
fasyankes/temuan jika temuan audit dijumpai pada beberapa fasyankes.
d. Penilaian Ketepatan Kualitas

Contoh:

1) Menguraikan permasalahan terkait dengan ketepatan kualitas pada
pelaksanaan vaksinasi yang dijumpai dalam pelaksanaan audit. Temuan
harus mengungkapkan secara jelas dan ringkas “kondisi, kriteria, penyebab,
akibat, tanggapan Pimpinan Fasyankes dan rekomendasi”. Temuan audit agar
mencantumkan identitas Fasyankes atau membuat daftar fasyankes/temuan
Jika temuan audit dijumpai pada beberapa fasyankes.

2) Sesuai dengan TAO sebagai berikut:

a) TAO a.1  Vaksin COVID-19 tidak disimpan di cold chain sesuai
standard
b) TAO a.2  Mutu vaksin dalam penyimpanan tidak sesuai standar

c) TAO b.3  KIPI pada vaksinasi COVID-19 tidak ditindaklanjuti
3) Melakukan koordinasi, klarifikasi dan diskusi dengan BPOM setempat atas
hasil audit mengenai ketepatan kualitas.

e. Penilaian Ketepatan Administrasi

1) Menguraikan permasalahan terkait dengan ketepatan administrai pada
pelaksanaan vaksinasi yang dijumpai dalam pelaksanaan audit Temuan
harus mengungkapkan secara jelas dan ringkas “kondisi, kriteria, penyebab,
akibat, tanggapan Pimpinan Fasyankes dan rekomendasi”. Temuan audit agar
mencantumkan identitas Fasyankes atau membuat daftar fasyankes/temuan
Jjika temuan audit dijumpai pada beberapa fasyankes.

2) Sesuai dengan TAO sebagai berikut:

a) TAO b.1 Pelayanan vaksinasi tidak mematuhi protokol kesehatan

b) TAOc.1 Fasilitas Pelayanan Kesehatan belum terkoneksi dengan
aplikasi P-Care dan aplika ‘i SMILE

c) TAO c.3 Pelaporan kegiatan vaksinasi COVID-19 melalui aplikasi
tidak optimal ’L

d) TAO c.4 Pertanggungjawaban administrasi dan keuangan tidak
sesuai dengan peraturan yang berlaku

f. Efisiensi Pelaksanaan Vaksinasi
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Menguraikan permasalahan terkait dengan penggunaan vaksin, peralatan
pendukung dan logistik serta penggunaan anggaran dalam pelaksanaan
vaksinasi apakah sudah sesuai dengan prosLdur, ketentuan, dan efisien
(penggunaan sumber daya standar dibandingkankan output yang diperoleh). Temuan
harus mengungkapkan secara jelas dan ringkas ‘kondisi, kriteria, penyebab,
akibat, tanggapan Pimpinan Fasyankes o;n rekomendasi”.(Jika ada,
dirumuskan dari hasil analisis efisiensi pelaksanaan vaksinasi dan TAO
yang terjadi pada saat dilakukan auditnya serta analisis saat penyusunan
laporan kompilasi provinsi atau nasional).
g. Kecukupan Pengendalian Risiko Fraud
Menguraikan permasalahan terkait dengan Sistem Pengendalian Internal pada
masing-masing Fasyankes dalam mengendalikan kemungkinan terjadinya fraud

pada pelaksanaan vaksinasi. Temuan harus mengungkapkan secara jelas dan
ringkas “kondisi, kriteria, penyebab, akibat, tanggian Pimpinan Fasyankes dan
rekomendasi”.

8. Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam bagian | ini adalah permasalahan—
permasalahan lain yang dijumpai dalam pelaksanaan audit namun tidak masuk dalam
kategori suatu temuan hasil audit karena tidak memenuhi unsur-unsur temuan
(kondisi, kriteria, penyebab, dan akibat).

(Temuan lainnya yang tidak ada di TAQ).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu diucapkan

terima kasih.

Pimpinan APIP Pelaksana Audit di Fasyankes

Tembusan Yth:

1. Inspektur Kabupaten/Kota..... (untuk LAP KODE-A2)

2. Inspektur Provinsi..... (untuk LAP KODE-B2)

3. BPKP Perwakilan Provinsi....(untuk LAP KODE-D1 daiE?)
4. Irjen K/IL/TNl/Irwasum....(untuk LAP KODE-E1 dan KODE-C1)




LOGO/KOP

APIP KABUF’ATEN/K(PTA

LAPORAN KOMPILASI HASIL AUDIT
ATAS PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA
PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19 SE-
KABUPATEN/KOTA.........

NOMOR  oismaamiie
TANGGAL : .........cc... 2021
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LOGO/KOP APIP KABUPATEN/KOTA
Identitas dan Alamat
e e e e

Nomor S e —— 2021
Lampiran .
Hal . Laporan Kompilasi Hasil Audit atas Pelaksanaan
Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan
Pandemi Corona Virus Diseases 2019 (COVID-
19) se-Kabupaten/Kota...........

Yth. Bupati/Walikota..........
di...

Dengan ini kami sampaikan Laporan Kompilasi Hasil Audit atas Pelaksanaan
Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Diseases 2019
(COVID-19) se-Kabupaten/Kota........... berdasarkan Laporan Hasil Audit terlampir

(dibuatkan lampiran daftar Nama Instansi APIP, Nomor dan Tanggal Laporan se-

Kabupaten/Kota), dengan pokok-pokok bahasan sebagai berikut:
1. Dasar Pelaksanaan audit

Dasar pelaksanaan audit adalah:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah;

b. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan
Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19);

c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan
Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19);

d. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
HK.01.07/MENKES/12757/2020 Tentang Penetfpan Sasaran Pelaksanaan
Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

e. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor

KEP-6/K/D2/2021 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) bagi Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;.

f. Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor
HK.02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Piaksanaan Vaksinasi Dalam

Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

g. Keputusan Direktorat Jenderal Pencegahan dan @|Wengendalan Penyakit Nomor




|

HK.02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis P?Iaksanaan Vaksinasi Dalam
Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
h. Surat Tugas Inspektur Kabupateanota........ﬁ ..... Nomor ST-.................
tanggal .... Januari 2021 perihal ....................... |
2. Tujuan Audit
Tujuan audit adalah untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa proses
perencanaan, pelaksanaan, alokasi dan pemanfaatan sumber daya, serta Monitoring
dan Evaluasi kegiatan program vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi
COVID-19 telah dilaksanakan melalui tata kelola yang baik dan memberikan
rekomendasi perbaikan atas kelemahan yang ditemui.
3. Sasaran dan ruang lingkup audit
1) Sasaran audit adalah menilai auditan telah menjalankan program vaksinasi
kegiatannya secara ekonomis, efisien, dan efektif. ‘Di samping itu, sasaran audit
juga untuk mendeteksi adanya kelemahan sistem pengendalian intern serta
adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perunFang-undangan, kecurangan,
dan ketidakpatutan (abuse). Program vaksinasi dalam rangka penanggulangan
pandemi COVID-19 yang dilaksanakan | oleh Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota............. dengan jumlah audit uji petik pada Fasilitas Pelayanan
Kesehatan sebagai berikut:
Contoh:Tabel-1

No
1. | Puskesmas

2. | RSUD Kab/Kot

5. | Klinik Swasta

6. | RS Swasta

Sumber data: LAP Kode A1 dan A2,

2) Ruang lingkup audit program vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi

COVID-19 terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, alokasi dan pemanfaatan
sumber daya, serta Monitoring dan Evaluasi kegiatan vaksinasi.

3) Pelaksanaan audit program vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi
Covid-19 tahun 2021 dilaksanakan dengan mengambil sampel fasyankes
sebanyak..... fasyankes pada Kabupaten/Kota... sebanyak.... hari Pemeriksaan,

dengan jumlah auditor sebanyak....... orang. ‘

Contoh: Tabel-2 |
No. Asal APIP Jumlah Aucritor Jumlah HP
1. Inspektorat Kabupaten/Kota.....

Inspektorat Provinsi....
BPKP Perwakilan....




4. Itjien K/L/TNI/Irwasum...

Jumlah
Sumber data: Lap KODE-A1 dan A2 '
4. Batasan Tanggung Jawab

Auditor hanya bertanggungjawab sebatas simpulan hasil audit. Kebenaran dan

validitas dokumen yang disampaikan kepada audito’isebagai dasar pengambalian

simpulan menjadi tanggungjawab manajemen program atau pihak-pihak terkait yang
menyampaikan dokumen.
5. Metodologi audit

Metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan au%it program vaksinasi dalam

rangka penanggulangan pandemi Covid-19 adalah:

a. Perencanaan audit antara lain pemahaman bisnis proses, mitigasi risiko dan
penyusunan pedoman audit termasuk penyusun%n langkah kerja audit serta
penetapan waktu audit.

b. Penetapan jumlah sampling pengujian, analisis terhadap data kuantitatif atas data
primer dan data sekunder yang tersedia dan diperoleh dari lembaga/instansi
pemerintah termasuk wawancara dengan stakerrolder serta prosedur lainnya
yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan. |

c. Audit dilaksanakan sesuai Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI)
yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).

6. Informasi umum r
1) Identitas auditan
Menginformasikan nama dan alamat kantor, dan nama, nomor dan tanggal SK
jabatan pimpinan kantor Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

2) Sumber dan Realisasi Dana Pelaksanaan Vaksinasi

a. Merupakan data dan informasi setelah pelaksanaan satu siklus vaksinasi 2 kali
suntik; |
b. Menginformasikan sumber anggaran, pagu anggaran dan realisasi
penggunaan anggaran se-Kabupaten/Kota.
Contoh: Tabel-3

No Sumber Dana Pagu Realisasi %-tase
a) | APBN
b) | APBD
c) | Lainnya (BLU) _ _
Jumlah | |
Sumber data: Lap KODE-A1 dan A2 L
3) Daftar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)

a. Merupakan data dan informasi setelah pelaksanaan satu siklus vaksinasi 2 kali

suntik;




b.

|

Menginformasikan jumlah Fasilitas Pelayanan Tsehatan “existing” dan jumlah
yang ditetapkan/ditugaskan (MoU) sebagai péelaksana vaksinasi di wilayah
Kabupaten Kota. \

Contoh: Tabel-4

No. | Jenis Fasy T

Puskesmas

RSUD Kab/Kot

nal Bl o

RSUD Provinsi 1

UPT Vertikal (RS '
Pemerintah
Pusat,KKP dll)

Klinik Swasta ‘

5.
6.

RS Swasta

Jumlah

Sumber data: Lap KODE-A1 dan A2
(kecuali DKI Jakarta ada di Dinkes Provinsi) \
4) Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Vaksinasi (Vaksinator)

a. Menginformasikan total Sumber Daya Manus}'a Kesehatan (SDMK) yang
mendapatkan pelatihan vaksinasi Covid-19 dan SDMK yang ditugaskan
melaksanakan vaksinasi di Fasyankes di wilayarl Kabupaten/Kota;

b. Menginformasikan rasio pelayanan jumlah ‘SDMK yang di tugaskan
dibandingkan dengan jumlah Target Sasaran Vaksinasi.

Contoh:Tabel-5
Vaksinator Sudah Dilatih Vaksinator ditugaskan

No| JenisFasyankes | bokter | Perawat | Bidan | Dokter | Perawat | Bidan

1. | ¥ Puskesmas | ... O || <o org | s Org | e O | s Org | ... Org

2. | ¥ RSUD Kab/Kot | ...... Org | ... Org | ..... Org | .- org | s Org | i Org

3. | ¥ RSUD Provinsi | ...... Oorg | ... Org | ... Org | ...... Org | ... Org | ...... Org

4. | 3 UPT Vertikal (RS | -..... org | e org | .- Org [ i Org | ceos g | o Org

Pemerintah
Pusat,KKP dll)

5. | ¥ Klinik Swasta | ...... Oorg | ...... Org | we org | i OFg | v Org | ... Org

6. | YRSSwasta | ... Org | s org | e org || s Org | o Org | e Org
Jumlah | .. Oorg | ...... Org | ... Org | ... Org | ...... Org | ...... Org |

Sumber data: Lap KODE-A1
(kecuali DKI ada di Dinkes Provinsi)
5) Alokasi dan Realisasi distribusi Vaksin Covid-19.

a.

Merupakan seluruh data dan informasi dalam pefr’ode waktu pelaksanaan satu
Siklus vaksinasi 2 kali suntik;

Menginformasikan alokasi vaksin (top down P*Jsat) dari Dinas Kesehatan
Provinsi dan realisasi vaksin yang diterima oleh Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota; ‘

Menginformasikan alokasi distribusi vaksin (top down Pusat) dari Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota dan realisasi distn'busli vaksin ke Fasyankes;
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d. Buat lampiran daftar jumlah vaksin dan fasyankes penerima vaksin.
Contoh: Table-6

’ Jumlah Vaksin
No. Uraian Satuan Diterima || Dikirim Ket.
(3) (4) 5
Alokasi dari Provinsi Vigl || eeass
1. | Diterima dari Dinkes Vial
Provinsi
2. | Realisasi distribusi ke
Fasyankes
g. > Puskesmas Vial | ...
h. ¥ RSUD Kab/Kot Vial |[H
i. > RSUD Provinsi Vial [
j. ¥ UPT Vertikal (RS Vial [
Pemerintah Pusat KKP
dil)
k. > Klinik Swasta Vial
l. > RS Swasta Vial
Jumlah distribusi Vial |
3. | Stock Gudang Dinkes Vial | ...
Kabupaten/Kota
4. Jumlah Jumlah harus
sama

Sumber data: Lap KODE- A1 |

6) Target dan Realisasi Sasaran Vaksinasi.

a. Merupakan seluruh data dan informasi dalam sT‘u periode pelaksanaan satu
siklus vaksinasi (2 kali suntik) se-Kabupaten/Kota

b. Menginformasikan total alokasi vaksin (dosis) yang diterima di masing — masing
Fasyankes di wilayah se-Kabupaten/Kota, |

c. Menginformasikan total target sasaran vaksipasi di masing — masing
Fasyankes di wilayah se-Kabupaten/Kota; \

d. Menginformasikan total hasil catatan pelayanan di “4 (empat) meja” di masing
— masing fasyankes di wilayah se-Kabupaten/Kota;

e. Menginformasikan total saldo vaksin yang masih ibe!um di gunakan di masing-
masing fasyankes di wilayah se-Kabupatenﬂ(ota.‘

Contoh: Tabel-7 w
\

Vaksin Alokasi HTlSkﬂning__ Capai
Jenis Diterima Sasaran an
No Fasyankes | = kolom dalsm Hadir Dlv: Ditund | Batal DO KIPI Targe
5table4 | aplikasi 8 e t
(1) (2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
. | F ...Vial ...0rg ...0rg ...0rg ...0rg ...0rg ..0rg | ...Org
Puskesmas
2. | ¥ RSUD ...Vial ..Org ...0rg ...0rg ...0rg ...0rg ...0Org | ...0Org
Kab/Kot
3 |X RSUD ...Vial ...0rg ...0rg ...OrP ...0rg ...0rg ...0rg | ...Org
Provinsi |
4. | ¥ UPT ...Vial ...0rg ...0rg ...0rg ...0rg ...0rg ..0Org | ...Org
Vertikal (RS [ ‘
Pemerintah
Pusat,KKP
dil) l \
5 | ¥ Klinik ...Vial ...0rg ...0rg | ..Org ...0rg ..Org | ..Org | ..Org
Swasta |




6. | T RS Swasta | ...Vial ...0rg ...0rg ..Org | .Org | ..Org | ..Org | ..Org
Jumlah ....Vial ...0rg ...0rg ..0rg ...0rg ..0rg | .Org | ...Org

Sumber data: Lap KODE-A1
Lakukan wawancara dengan Fasyankes dan Target Sasaran yang tidak hadir
divaksin
7) Alokasi dan Realisasi Distribusi Peralatan Pendukung dan Logistik.

a. Menginformasikan saldo awal (existing) sarana dan logistik pendukung

vaksinasi di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;

b. Menginformasikan jumlah sarana dan logistik pendukung yang diterima dari
Dinas Kesehatan Provinsi/Pusat;

¢. Menginformasikan total sarana dan logistik pendukung yang dikirimkan kepada
seluruh fasyankes di wilayah se-Kabupaten/Kota;

d. Menginformasikan saldo sarana dan logistik pehdukung di Kantor Kesehatan

Kabupaten/Kota.
Contoh:Tabel-8

1. | Saldo Awal (milik
Dinkes
Kabupaten/Kota
sendiri)

2. | Jumlah diterima (dari
Dinkes
Provinsi/Pusat)

3. | Distribusi ke
Fasyankes

5 Puskesmas

5 RSUD Kab/Kot
5 RSUD Provinsi
¥ UPT Vertikal
(RS Pemerintah
Pusat,KKP dil)

E | 3 Klinik Swasta
F | 5 RS Swasta

\
l
Jumlah dikiim ke 1

O|0O|m|>

Fasyankes
4, | Stock Dinkes di
Kab/Kota (1+2-3)

Sumber data: Lap KODE-A1

| Auto Disable Syringe

A2 Alcohol Swab Pcs

A3 Safety Box Pcs
B. APD B.1 Masker Pcs

B.2 Face Shield Pcs

B.3 Sarung Tangan Pcs
C. Cold Chain C1 Vaccine Refrigator

C.2 Cold Box

C.3 Cold Pack

C4 Vaccine Carrier




D. Kartu Vaksinasi D |

7. Temuan audit.
Merupakan integrasi temuan audit dari LAP Kode-A1 d%n A2
1) Penilaian ketepatan Sasaran
Contoh:
Berdasarkan audit pada Dinas Kesehatan Kabupate}p/Kota dan Fasyankes terdapat
target sasaran yang tidak sesuai kriteria dan pn‘on'tak‘ kelompok sebanyak
dengan rincian sebagai berikut: |
............... |
a. merupakan agregasi temuan audit pada LAP KOPE—A1 dan A2;
b. Kondisi agar diuraikan secara singkat tetapi padﬂ informasi;

..... orang

c. Jika diperlukan membuat lampiran atas kondisi temuan audit tidak tepat sasaran
pada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan per!fasyankes yang telah dilakukan
uji petik ‘

Hal ini disebabkan: |

|

- \
Akibatnya....... |
Sehubungan dengan permasalahan tersebut telah diberikan rekomendasi dan disepakati

tindaklanjutnya oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai berikut:

; T

b .. |

2) Penilaian ketepatan Jumlah. |

Contoh: |

Berdasarkan audit pada Dinas Kesehatan Kabupaten{Kota dan Fasyankes terdapat

temuan audit tidak tepat jumlah atas distribusi vaksin, Farana pendukung dan logistik

dalam rangka pelaksanaan vaskinasi dengan rincian sebragai berikut:

Kondisi agar diuraikan secara singkat tetapi pada informasi;.

c. Jika diperlukan membuat lampiran atas kondisi tJmuan audit tidak tepat jumlah
pada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan per fas}ankes yang telah dilakukan uji
petik \

Hal ini disebabkan: |

a .. |

b.

Akibatnya..........

Sehubungan dengan permasalahan tersebut telah diberikan rekomendasi dan disepakati
tindaklanjutnya oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota seI;;agai berikut:

- R




|
b.

3) Penilaian Ketepatan Waktu |
Contoh: ‘
Berdasarkan audit pada Dinas Kesehatan Kabupaté‘n/Kota dan Fasyankes terdapat
kegitatasn distribusi vaksin, sarana pendukung dan Jpgiistik yang tidak sesuai jadual
pelaksanaan vaksinasi di fasyankes dengan rincian sebagai berikut:
a. merupakan agregasi temuan audit pada LAP KODF—M dan A2;
b. Kondisi agar diuraikan secara singkat tetapi pada informasi,.
c. Jika diperlukan membuat lampiran atas kondisi teajnuan audit tidak tepat waktu pada

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan per fasyanHFs yang telah dilakukan uji petik

Hal ini disebabkan: ‘

|
Akibatnya.......

Sehubungan dengan permasalahan tersebut telah dibe/L'kan rekomendasi dan disepakati

tindaklanjutnya oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai berikut:

a .. |
b. |
4) Penilaian Ketepatan Kualitas.
Contoh: ‘
Berdasarkan audit pada Dinas Kesehatan Kabupater'P/Kota dan Fasyankes terdapat
temuan audit tidak tepat kualitas terkait tempat peqyimpanan vaksin dan layanan
pelaksanaan vaksinasi (KIPI) dengan rincian sebagai berikut:
a. merupakan agregasi temuan audit pada LAP KODE-A1 dan A2;
b. Kondisi agar diuraikan secara singkat tetapi pada informasi;.
c. Jika diperlukan membuat lampiran atas kondisi temuan audit tidak tepat kualitas
pada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan per fajyankes yang telah dilakukan uji
petik |

Hal ini disebabkan:
a.
b. ..
Akibatnya.......... ‘
Sehubungan dengan permasalahan tersebut telah diberian rekomendasi dan disepakati

tindaklanjutnya oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai berikut:

a .. |
b.
5) Penilaian Ketepatan Administrasi
Contoh: ‘

Berdasarkan audit pada Dinas Kesehatan Kabupaten){Kota dan Fasyankes terdapat

an dalam rangka pelayanan

temuan audit tidak tepat administrasi pada tindak lanjut hasil monitoring dan
pertanggungjawaban administrasi kegiatan dan keuar%




vaksinasi dengan rincian sebagai berikut:

a. merupakan agregasi temuan audit pada LAP KqDE-A1 dan A2,

b. Kondisi agar diuraikan secara singkat tetapi pad% informasi;.

c. Jika diperlukan membuat lampiran atas kondisi temuan audit tidak tepat
administrasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan per fasyankes yang telah
dilakukan uji petik

Hal ini disebabkan:
a. .. ‘

Akibatnya..........
Sehubungan dengan permasalahan tersebut telah dibevt(an rekomendasi dan disepakati
tindaklanjutnya oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai berikut:
a.
b. ... ‘
6) Penilaian efesiensi Pelaksanaan Distibusi dan Vaksinasi
Menguraikan permasalahan terkait dengan pe ‘ggunaan vaksin, peralatan
pendukung dan logistik serta penggunaan anggarar:r dalam pelaksanaan vaksinasi
apakah sudah sesuai dengan prosedur, ketentuan dan efisien (penggunaan sumber daya
standar dibandingkankan output yang diperoleh).
a. merupakan agregasi temuan audit pada LAP KOLE-A?‘ dan A2;
b. Kondisi agar diuraikan secara singkat tetapi pada informasi..
c. Jika diperlukan membuat lampiran atas kondisi temuan audit tidak efisien dan
ekonomis pada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan per fasyankes yang telah
dilakukan uji petik

Hal ini disebabkan: ‘

Akibatnya..........
Sehubungan dengan permasalahan tersebut telah diberikan rekomendasi dan disepakati
tindaklanjutnya oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai berikut:

Menguraikan permasalahan terkait dengan Sistem Pengendalian Internal pada

a.
b.

7) Kecukupan Pengendlian Risiko Fraud

masing-masing Fasyankes dalam mengendalikan +emungkinan terjadinya fraud
pada pelaksanaan vaksinasi.

a. merupakan agregasi temuan audit pada LAP KOITE-A‘! dan A2;
b. Kondisi agar diuraikan secara singkat tetapi pada‘ informasi;

c. Jika diperlukan membuat lampiran atas kondisi temuan audit hasil penilaian




|

pengendalian risiko fraud pada Dinas Kese}ratan Kabupaten/Kota dan per
fasyankes yang telah dilakukan uji petik |
Hal ini disebabkan: |

Akibatnya.......... ‘

Sehubungan dengan permasalahan tersebut telah dibefkan rekomendasi dan disepakati
tindaklanjutnya oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai berikut:
a.

8. Hal - hal yang perlu diperhatikan ‘
Menguraikan permasalahan lain yang dijumpai dalam pelak#anaan audit di Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota dan fasyankes namun tidak masuk dalam kategori suatu temuan hasil audit
karena tidak memenuhi atribut temuan audit (kondisi, kriteria, penyebab, dan akibat) serta
Temuan Audit lainnya yang tidak ada di TAO bersumber LA&D KODE-A1 dan LAP KODE-A2
Catatan: Apabila diperlukan dapat diberikan saran/rekomendasi kepada Bupati/Walikota
untuk menindaklanjuti hal — hal penting yang menjadi kewenangan Bupati/Walikota.

Demikian kami disampaikan, atas perhatian Bapakllt?u Bupati/Walikota diucapkan
terima kasih. ‘

| Inspektur Kabupaten/Kota

-------------------------------

|
Tembusan Yth:
1. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri; ‘
2. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi.................... (dukungah LAP KODE-C2)
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 1
|
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LOGO/KOP

APIP PROVINSI....

LAPORAN HASIL AUfPIT
ATAS PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA
PENANGGULANGAN PANDEMI cfovm-w PADA
PROVINSI......... |

NOMOR s |
TANGGAL : .......cccci.. 2021
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LOGO/KOP APIP PROVINSI

Identitas dan Alamat API
Nomor e [ e 2021
Lampiran .
Hal . Laporan Hasil Audit atas Pelaksanaan Vaksinasi

Dalam Rangka Penanggulangan andemi
Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19) pada
PIOVINGE 050

Yth. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi..........
di ...

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Audit atas Pelaksanaan Vaksinasi Dalam
Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19) pada
Provinsi........... , dengan pokok-pokok bahasan sebagai berikut:

1. Dasar Pelaksanaan audit

Dasar pelaksanaan audit adalah:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah;

b. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan
Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19);

c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan
Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19);

d. Keputusan Menteri Kesehatan Repu‘blik Indonesia Nomor
HK.01.07/MENKES/12757/2020 Tentang Peneﬂapan Sasaran Pelaksanaan
Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19F'

e. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuang n dan Pembangunan Nomor
KEP-6/K/D2/2021 tentang Pedoman Pengaw san Pelaksanaan Vaksinasi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP) Kementerlan/LembagalPemer ntah Daerah;.

f. Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor
HK.02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam
Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

g. Keputusan Direktorat Jenderal Pencegahan dan engendahan Penyakit Nomor
HK.02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis P Iaksanaan Vaksinasi Dalam
Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
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h. Surat Tugas Inspektur Provinsi................. Nomor ST-............... tanggal ....
Januari 2021 perihal ........................ |
2. Tujuan Audit |
Tujuan audit adalah untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa proses
perencanaan, pelaksanaan, alokasi dan pemanfaatan sumber daya, serta
Monitoring dan Evaluasi kegiatan program vaksinasi dalam rangka penanggulangan
pandemi COVID-19 telah dilaksanakan melalui| tata kelola yang baik dan
memberikan rekomendasi perbaikan atas kelemahan yang ditemui.
3. Sasaran dan ruang lingkup audit |
1) Sasaran audit adalah menilai auditan telah ménjalankan program vaksinasi
kegiatannya secara ekonomis, efisien, dan efektif.l Di samping itu, sasaran audit
juga untuk mendeteksi adanya kelemahan sistem pengendalian intern serta
adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perurLdang-undangan, kecurangan,
dan ketidakpatutan (abuse). Program vaksinasi daialam rangka penanggulangan
pandemi COVID-19 tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota............. dengan jumlah audit uji petik pada Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi (tidak termasuk hasil audit pada
fasyankes kabupaten/kota) sebagai berikut: |
Contoh: Tabel-1 \
No Jenis Fasyankes Jumlah Keterangan
a) | RSUD Provinsi .... |

b) | Fasyankes lainnya... |

c)
d)

l
2) Ruang lingkup audit program vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi

|
COVID-19 terdiri dari perencanaan, pelaksanaaq, alokasi dan pemanfaatan

sumber daya, serta Monitoring dan Evaluasi kegiataP vaksinasi.

3) Pelaksanaan audit program vaksinasi dalam ranglfa penanggulangan pandemi
Covid-19 tahun 2021 dilaksanakan dengan merngambil sampel fasyankes
sebanyak ..... fasyankes pada Kabupaten/Kota... sqbanyak.... hari Pemeriksaan,
dengan jumlah auditor sebanyak ....... orang. .

4. Batasan Tanggung Jawab \
Auditor hanya bertanggungjawab sebatas simpulan |hasil audit. Kebenaran dan
validitas dokumen yang disampaikan kepada auditor sebagai dasar pengambalian
simpulan menjadi tanggungjawab manajemen program atau pihak-pihak terkait yang
menyampaikan dokumen. |

5. Metodologi audit |




|
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Metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan an’Jdit program vaksinasi dalam

rangka penanggulangan pandemi Covid-19 adalah:
a. Perencanaan audit antara lain pemahaman bisﬂwis proses, mitigasi risiko dan
penyusunan pedoman audit termasuk penyusunan langkah kerja audit serta
penetapan waktu audit. ‘
b. Penetapan jumlah sampling pengujian, analisis terhadap data kuantitatif atas data
primer dan data sekunder yang tersedia dan dI:)eroIeh dari lembagal/instansi
pemerintah termasuk wawancara dengan stakefnoider serta prosedur lainnya
yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

c. Audit dilaksanakan sesuai Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI)
yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Perﬁerintah Indonesia (AAIPI).

6. Informasi umum '

1) Identitas auditan
Menginformasikan nama dan alamat kantor, dan l?ama, nomor dan tanggal SK

Jabatan pimpinan kantor Dinas Kesehatan Provinsi.

2) Sumber dan Realisasi Anggaran Pelaksanaan Vaksinasi

c. Merupakan data dan informasi setelah pe!aksan‘faan satu siklus vaksinasi 2 kali
suntik;

d. Menginformasikan sumber anggaran, pagdl(z anggaran dan realisasi
penggunaan anggaran di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi.

Contoh:Tabel-2

No Sumber Dana Pagu Realisasi %-tase
a) | APBN
b) | APBD

Jumlah

3) Alokasi dan Realisasi distribusi Vaksin Covid-1 d

e. Merupakan semua data dan informasi dalam safu periode waktu pelaksanaan
vaksinasi satu siklus 2 kali suntik.

f. Menginformasikan alokasi vaksin (top down) pan' Kementerian Kesehatan
Pusat kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan selanjutnya realisasi distribusi
vaksin yang dikiimkan oleh Dinas Keseha!tan Provinsi kepada Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota.

Contoh:Tabel-3 ‘

No. Uraian Satuan Jumlah Ket.
Alokasi dari Pusat Vial | | ...
a. | Diterima dari Pusat Vial I .
b. | Realisasi distribusi ke Kab/Kota |Vial | ...

c. | Stock Gudang Dinkes Provinsi | | ...
Sumber data: Aplikasi P-Care atau BAST |

4) Alokasi dan Realisasi Distribusi Peralatan Pendukung dan Logistik.
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a. Menginformasikan saldo awal (existing) sa Ina\ dan logistik pendukung
vaksinasi di Kantor Dinas Kesehatan Pemda Provinsi;

b. Menginformasikan jumlah sarana dan logistik pendukung yang diterima dari
Kementerian Kesehatan, ‘

¢. Menginformasikan total sarana dan logistik pendukung yang dikirimkan kepada
seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi;

d. Menginformasikan saldo sarana dan logistik pendukung di Kantor Kesehatan
Pemda Provinsi.

e. Membuat lampiran untuk masing — masing penerima sarana dan logistic
pendukung.

Contoh:Tabel-4

BT e e Cold Chain Kartu
T e S i :

| Alcohol _ Vaccine | Cool | Cool | Vaccine Va::imn
|| Ref. | Pack | Box | Carier

'l:*z'-v:" |

Saldo Awal Dinkes Prov
sendiri)

1. | Jumlah diterima Pusat

Distribusi ke Kab/Kota,

3. | Stock Dinkes di Gudang
Prov

Keterangan APD = Masker, Face Shield dan Sarung Tang
Sumber data: Aplikasi SMILE atau BAST

Temuan audit Umum.

1) Penilaian ketepatan Sasaran
a. Menguraikan permasalahan terkait dengan ketepatan sasaran pada pelaksanaan
vaksinasi yang dijjumpai dalam pelaksanaan audit. Temuan harus mengungkapkan
secara jelas dan ringkas “kondisi, kriteria, penyebab, akibat, tanggapan auditan dan
rekomendasi”.

b. Sesuai dengan TAO sebagai berikut:

TAO b.4  Pelaksanaan vaksinasi di Provinsi di wilayah provinsi tidak tepat
sasaran
2) Penilaian ketepatan Jumlah.

a. Menguraikan permasalahan terkait dengan ketepatan jumliah pada pelaksanaan
vaksinasi yang dijumpai dalam pelaksanaan audit. Temuan harus mengungkapkan
secara jelas dan ringkas “kondisi, kriteria, penyebaﬂ, akibat, tanggapan auditan dan
rekomendasi”.

b. Sesuai dengan TAO sebagai berikut:

1) TAOa.1  Pemerintah Provinsi tidak mempunyai dana dukungan vaksinasi;
2) TAOa.2 Jumlah vaksin COVID-19 yang diterima Provinsi tidak sesuai
dengan jumlah sasaran;
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3) TAOa.3 Distribusi vaksin dari Pusat ke Provinsi tidak sesuai dengan
ketentuan;
4) TAOa4 Jumlah dan jenis peralatan pendukung/logistik di Provinsi tidak
sesuai dengan kebutuhan;
5) TAODb.3 Target output Provinsi yang telah ditetapkan tidak tercapai.
3) Penilaian ketepatan Waktu.
a. Uraikan permasalahan terkait dengan ketepatan waktu pada pelaksanaan vaksinasi
yang dijumpai dalam pelaksanaan audit. Temuan harus mengungkapkan secara jelas
dan ringkas ‘kondisi, kriteria, penyebab, akibat, tanggapan auditan dan

rekomendasi’”.

b. Sesuai dengan TAO sebagai berikut:
TAO b.2  Monitoring dan evaluasi vaksinasi COVID-19 tidak dilakukan sesuai
Jjadual
4) Penilaian Ketepatan Kualitas.
a. Uraikan permasalahan terkait dengan ketepatan kualitas pada pelaksanaan vaksinasi
yang dijumpai dalam pelaksanaan audit. Temuan harus mengungkapkan secara jelas
dan ringkas “kondisi, kriteria, penyebab, akibat, tanggapan auditan dan rekomendasi”;
b. Sesuai dengan TAQO sebagai berikut:
1) TAOb.1  Permasalahan dari hasil monitoring tidak ditindaklanjuti;
2) TAOc.1  Kualitas cold chain vaksin di daerah Provinsi seperti, cold room,
freeze room, refrigerator, dan freezer tidak memadai.

c. Melakukan koordinasi, klarifikasi dan diskusi dengan BPOM setempat atas hasil

audit mengenai ketepatan kualitas

5) Penilaian Ketepatan Administrasi
a. Uraikan permasalahan terkait dengan ketepatan administrasi pada pelaksanaan
vaksinasi yang dijumpai dalam pelaksanaan audit. Temuan harus mengungkapkan
secara jelas dan ringkas “kondisi, kriteria, penyebab, akibat, dan rekomendasi
b. Sesuai dengan TAO sebagai berikut:
1) TAODb.1  Permasalahan dari hasil monitoring tidak ditindaklanjuti;
2) TAODb.5 Permasalahan KIPI tidak segera ditindaklanjuti;
3) TAODb.6 Pertanggungjawaban administrasi dan keuangan kegiatan
vaksinasi di Provinsi tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6) Hal - hal yang perlu diperhatikan.
Menguraikanpermasalahan lain yang djjumpai dalam pelaksanaan audit di Dinas
Kesehatan Provinsi namun tidak masuk dalam kategori suatu temuan hasil audit karena
tidak memenuhi atribut temuan audit (kondisi, kriteria, penyebab, dan akibat) serta Temuan

Audit lainnya yang tidak ada di TAO.

Hasil Audit Uji Petik di Rumah Sakit Pemda Prov dan Fasyankes lainnya

Merupakan hasil temuan yang dijumpai di fasyankes di wilayah provinsi yang dilakukan uji
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|
petik. |
a. Informasi Umum |
1) Jumlah uji petik audit Fasyankes pelaksana|vaksinasi.
Menginformasikan jumlah Fasyankes Pelaksana Vfaksinasi yang dilakukan uji petik
dengan membuat tabel seperti contoh.
Contoh: Tabel-5

No Nama Alamat | Kepala/Pimpinan SK Penetapan Jadual
Fasyankes Fasyankes /NIP | Nomor Tanggal Vaksinasi
1. | RSUD Prov A
2. | RSUD ProvB X
3. | Fasyankes |
lainnya
4 Dst......

2) Sumber dan Realisasi Anggaran Pelaksanaalh Vaksinasi.

Menginformasikan sumber anggaran, pagu anggarén dan realisasi anggaran masing
- masing RS Pemda Prov, fasyankes lainnya pada periode pelaksanaan satu siklus
vaksinasi 2 kali suntik yang dilakukan uji petik. ‘

Contoh:Tabel-6 |

Sumber
Anggaran Pagu Realisasi %-tase

RSUD Prov A |
RSUD Prov B '
Fasyankes Lainnya |

No Fasyankes
1.
2.
3

-

...... |

Jumlah |
3) Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Va}ksinasi (Vaksinator)

a. Menginformasikan jumlah SDMK Vaksinator yang ditugaskan (Surat Tugas) dan

realisasi fisik SDMK Vaksinator yang bertugas di T’apangan pada masing — masing
Rumah Sakit Pemda Prov, Fasyankes lainnya dﬂlam periode satu sikus vaksinasi
2 kali suntik yang dilakukan uji petik.

b. Menginformasikan rasio pelayanan SDMK dan‘ Target Sasaran per masing —

masing fasyankes |
Contoh: Tabel-7 |
Vaksinator dilatih Jumlah Vaksinator ditugaskan
" Fasymine Dokter | Perawat | Bidan | Dokter | Perawat | Bidan
1. |RSUDProvA | .. Org | ... Org | ... Org | ... Org | ... Org | ... Org |
2. |RSUDProvB | ... 5, ;¢ 1 Org | ... Og | ... g 1 oy | Org
3. | Fasyankes Lainnya | ... Om | . org | i O:g ...... O | e g | Org |
A A Org | ... Org | .. Og | ... Org | ... Org | ... Org
Jumlah | ... O || oo Org | ... 0

...... Org | ....0rg | .....0Org
4) Alokasi dan Realisasi Distribusi dan Penggunrgan Vaksin

a) Menginformasikan distribusi dan penggunaan vaksin di masing-masing
fasyankes. |

b) Menginformasikan realisasi distribusi vaksin yang diterima oleh masing-

masing fasyankes serta jumlah vaksin yang digunakan dalam rangka
pelaksanaan vaksinasi. |
|
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¢) Menginformasikan stock akhir vaksin di masing-masing fasyankes
berdasarkan catatan (isian kolom 5) dan stock akhir vaksin berdasarkan
stock opname (isian kolom 6)

d) Menginformasikan selisih stock akhir berdasarkan catatan dan stock
opname dan menjelaskan kondisi selisih vaksin (isian kolom 7)

e) Menginformasikan kondisi vaksin (isian kolom 8).

Contoh:Tabel-8

RSUD A — Vil | ..Vl

Blwna@mZ =

..Vial ..Vial ..Vial
RSUD B ..Vial ..Vial ..Vial ..Vial ..Vial
Fasyankes lain ...Vial ...Vial ...Vial ..Vial ...Vial
Dst............. ..Vial ..Vial ..Vial ..Vial ...Vial
Jumiah ..Vial ..Vial ..Vial ..Vial ...Vial
Sumber Datal........cuxsimss Per tanggal:

5) Target dan Realisasi Sasaran Vaksinasi
a) Menginformasikan total target sasaran vaksinasi dan realisasi dalam
periode satu siklus vaksinasi (2x suntik)

b) Jumlah sasaran yang hadir ke masing-masing Fasyankes yang dilakukan
uji petik (isian kolom 3)

¢) Jumlah sasaran (hadir) hasil pelayanan 4 meja di masing-masing
fasyankes yang dilakukan uji petik (isian kolom 4,5)

d) Jumlah sasaran yang ditolak oleh sistem (isian kolom 6)

e) Jumlah sasaran yang hanya menerima satu kali suntikan dan tidak hadir
pada saat jadwal suntikan ke 2 (DO) di masing-masing fasyankes yang
dilakukan uji petik (isian kolom 7)

f) Jumlah kejadian KIPI pada masing-masihg fasyankes yang diuji petik
(isian kolom 8)

Contoh: Tabel-9

1. | RSUD Prov A ...0rg ...0rg ...0rg ...0rg ...0rg ...0rg
2. | RSUD Prov B ...0rg ...0rg ...0rg ...0rg ...0rg ..0rg
3. | Fasyankes lain ...0rg ..0rg ...0rg ...0rg ..0rg ...0rg
4, | Dst..... ...0rg ...0rg ..0rg ...0rg ...0rg ...0rg

Jumlah Org ...0rg ..0rg ..0Org ...0rg ...0rg

6) Temuan Hasil audi-t“Uji Petik pada RSUD Provinsi cian Fasyankes lainnya.

a. Penilaian Ketepatan Sasaran.
1) Menguraikan permasalahan terkait dengan ketepatan sasaran pada
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pelaksanaan vaksinasi yang dijumpai dalam pelaksanaan audit. Temuan harus
mengungkapkan secara jelas dan ringkas “kondisi, kriteria, penyebab, akibat,
tanggapan Pimpinan Fasyankes dan rekomendasi. Temuan audit agar
mencantumkan identitas Fasyankes atau membuat daftar fasyankes/temuan
Jika temuan audit dijumpai pada beberapa fasyankes.
2) Sesuai dengan TAQO sebagai berikut:
TAO b.4  Pelaksananan vaksinasi tidak tepat sasaran
b.Penilaian Ketepatan Jumlah.

1) Menguraikan permasalahan terkait dengan ketepatan jumlah pada pelaksanaan
vaksinasi yang dijjumpai dalam pelaksanaan audif. Temuan harus
mengungkapkan secara jelas dan ringkas “kondisi, kriteria, penyebab, akibat,
tanggapan pimpinan fasyankes dan rekomendasi. Temuan audit agar
mencantumkan identitas Fasyankes atau membuat daftar fasyankes/temuan jika
temuan audit dijumpai pada beberapa fasyankes.

2) Sesuai dengan TAO sebagai berikut:

1) TAODb.2  Terdapat kejadian Drop Out;
2) TAOc.2  Target output kegiatan vaksi |asi COVID-19 tidak tercapai
c.Penilaian Ketepatan Waktu.

1) Menguraikan permasalahan terkait dengan ketepatan waktu pada pelaksanaan
vaksinasi yang dijumpai dalam pelaksanaan audit. Temuan harus
mengungkapkan secara jelas dan ringkas “kandisi, kriteria, penyebab, akibat,
tanggapan pimpinan fasyankes dan rekomendasi. Temuan audit agar
mencantumkan identitas Fasyankes atau membuat daftar fasyankes/temuan jika
temuan audit dijumpai pada beberapa fasyankes.

2) Sesuai dengan TAO sebagai berikut:

TAO b.2 Monitoring dan evaluasi vaksinasi COVID-19 tidak dilakukan
sesuai jadual
d.Penilaian Ketepatan Kualitas. |

1) Menguraikan permasalahan terkait dengan ketepatan kualitas pelaksanaan
vaksinasi yang dijumpai dalam pelaksanaan audit. Temuan harus
mengungkapkan secara jelas dan ringkas “kondisi, kriteria, penyebab, akibat,
dan tanggapan pimpinan fasyankes dan rekomendasi. Temuan audit agar
mencantumkan identitas Fasyankes atau membuat daftar fasyankes/temuan jika
temuan audit dijumpai pada beberapa fasyankes.

2) Sesuai dengan TAO sebagai berikut:

1) TAOa.1 Vaksin COVID-19 tidak disimpan di cold chain sesuai
standard
2) TAOaz2 Mutu vaksin dalam penyimpanan tidak sesuai standar

3) Melakukan koordinasi, klarifikasi dan diskusi dengan BPOM setempat
atas hasil audit mengenai ketepatan kualitas

e. Penilaian Ketepatan Administrasi.
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1) Menguraikan permasalahan terkait dengan ketepatan administrasi pada
pelaksanaan vaksinasi yang dijumpai dalam pelaksanaan audit. Temuan harus
mengungkapkan secara jelas dan ringkas “kondisi, kriteria, penyebab, akibat,
tanggapan pimpinan fasyankes dan rekomendasi. Temuan audit agar
mencantumkan identitas Fasyankes atau membuat daftar fasyankes/temuan jika
temuan audit dijumpai pada beberapa fasyankes.

2) Sesuai dengan TAO sebagai berikut:

1) TAODb.1 Pelayanan vaksinasi tidak mematuhi protokol kesehatan
2) TAODb.3 KIPI pada vaksinasi COVID-19 tidak ditindaklanjuti

3) TAOc.1 Fasilitas Pelayanan Kesehatan belum terkoneksi dengan
aplikasi P-Care dan aplikasi SMILE

4) TAOc.3 Pelaporan kegiatan vaksinasi COVID-19 melalui aplikasi
tidak optimal

5) TAOc4 Pertanggungjawaban administrasi dan keuangan tidak
sesuai dengan peraturan yang berlaku

f. Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan.
Menguraikan permasalahan lain yang dijumpai dalam pelaksanaan audit di tingkat
fasyankes namun tidak masuk dalam kategori suatu temuan hasil audit karena tidak
memenuhi unsur-unsur temuan (kondisi, kriteria, penyebab, dan akibat).

(Temuan lainnya yang tidak ada di TAQ).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Inspektur Provinsi ....

Tembusan:
Yth. Bupati/Walikota
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LOGO/KOP

APIP PROVINSI

LAPORAN KOMPILASI HASIL AUDIT
ATAS PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA
PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19 PADA
PROVINSI.oceess
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LOGO/KOP APIP PROVINSI
Identitas dan Alamat

Nomor o (N 2021
Lampiran :
Hal . Laporan Kompilasi Hasil Audit atas Pelaksanaan

Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan

Pandemi Corona Virus Diseases 2019 (COVID-

19) pada Provinsi...........

Yth. Gubernur..........
di ..

Dengan ini kami sampaikan Laporan Kompilasi Hasil Audit atas Pelaksanaan
Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Diseases 2019
(COVID-19) pada Provinsi........... berdasarkan Laporan Hasil Audit terlampir (dibuatkan
lampiran daftar Nama Instansi APIP, Nomor dan Tanggal Laporan), dengan pokok-pokok
bahasan sebagai berikut:

1. Dasar Pelaksanaan audit

Dasar pelaksanaan audit adalah:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah;

b. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan
Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19),

c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan
Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19);

d. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
HK.01.07/MENKES/12757/2020 Tentang Penetapan Sasaran Pelaksanaan
Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

e. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor
KEP-6/K/D2/2021 tentang Pedoman Pengawal
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) bagi parat Pengawasan Intern

n Pelaksanaan Vaksinasi

Pemerintah (APIP) KementerianlLembaga/Pemerln ah Daerabh;.

f.  Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan P ngendalian Penyakit Nomor
HK.02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam
Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

g. Keputusan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor
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HK.02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam
Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
h. Surat Tugas Inspektur Provinsi................. Nomlj ST-i tanggal ....
Januari 2021 perihal ........................
2. Tujuan Audit
Tujuan audit adalah untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa proses
perencanaan, pelaksanaan, alokasi dan pemanfaatan sumber daya, serta Monitoring
dan Evaluasi kegiatan program vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi
COVID-19 telah dilaksanakan melalui tata kelola yang baik dan memberikan
rekomendasi perbaikan atas kelemahan yang ditemui. ‘
3. Sasaran dan ruang lingkup audit
1) Sasaran audit adalah menilai auditan telah menjalankan program vaksinasi
kegiatannya secara ekonomis, efisien, dan efektif. Di samping itu, sasaran audit
juga untuk mendeteksi adanya kelemahan sistem pengendalian intern serta
adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan,
dan ketidakpatutan (abuse). Program vaksinasi dalam rangka penanggulangan
pandemi COVID-19 yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi .............
dengan jumlah audit uji petik pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Provinsi (tidak
termasuk Fasyankes Kota) sebagai berikut:
Contoh:Tabel-1
No Jenis Fasyankes Jumlah | Keterangan
a) | RSUD Provinsi

b) | Fasyankes lain

c)

2) Ruang lingkup audit program vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi
COVID-19 terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, alokasi dan pemanfaatan
sumber daya, serta Monitoring dan Evaluasi kegiatan vaksinasi.

3) Pelaksanaan audit program vaksinasi dalam rangl:L penanggulangan pandemi

Covid-19 tahun 2021.... dilaksanakan dengan mengambil sampel fasyankes

sebanyak ..... fasyankes pada Provinsi... sebanyak.... hari Pemeriksaan, dengan

jumlah auditor sebanyak ....... orang. Dengan rincian: ‘

Contoh:Tabel-2

No. Asal APIP Jumlah Auditor Jumlah HP
1. | Inspektorat Provins (B1).
2 Itien KL/TNI/Irwasum (B2)
3. | BPKP Perwakilan (B2)
4.
Jumlah ‘
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Sumber data Lap KODE-B1 dan B2

4. Batasan Tanggung Jawab
Auditor hanya bertanggungjawab sebatas simpulan  hasil audit. Kebenaran dan
validitas dokumen yang disampaikan kepada auditor sebagai dasar pengambalian
simpulan menjadi tanggungjawab manajemen program! atau pihak-pihak terkait yang
menyampaikan dokumen. |

5. Metodologi audit
Metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan audit prtLgram vaksinasi dalam rangka
penanggulangan pandemi Covid-19 adalah: |
a. Perencanaan audit antara lain pemahaman bisnis proses, mitigasi risiko dan

penyusunan pedoman audit termasuk penyusunan langkah kerja audit serta
penetapan waktu audit. |
b. Penetapan jumlah sampling pengujian, analisis terhadap data kuantitatif atas data
primer dan data sekunder yang tersedia dan diperoleh dari lembagalinstansi
pemerintah termasuk wawancara dengan stakehé))‘der serta prosedur lainnya
yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan. |
c. Audit dilaksanakan sesuai Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI)
yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemérintah Indonesia (AAIPI).
6. Informasi umum |
5) Identitas auditan
Menginformasikan nama dan alamat kantor, dan ngma, nomor dan tanggal SK

6) Sumber dan Realisasi Anggaran Pelaksanaan Vaksinasi

Jabatan pimpinan kantor Dinas Kesehatan Provinsi.

a. Merupakan data dan informasi setelah pelaksanaén satu siklus vaksinasi 2 kali
suntik; |
b. Menginformasikan sumber anggaran, pagu anggaran dan realisasi

penggunaan anggaran Dinas Kesehatan Provin};i dan fasyankes di wilayah

Provinsi. ‘
Contoh:Tabel-3 |

No | Sumber Dana Pagu Realisasi %-tase
a) | APBN |

b) | APBD [

¢) | Lainnya (BLU) J

d) |..

Jumlah

Sumber data Lap KODE-B1 dan B2 |
7) Alokasi dan Realisasi distribusi Vaksin Covid-19.
a. Merupakan seluruh data dan informasi dalam periode waktu pelaksanaan satu

siklus vaksinasi 2 kali suntik; |
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b. Menginformasikan alokasi vaksin (top down Pusat) dari Pusat dan realisasi
vaksin yang diterima oleh Dinas Kesehatan Provinsi;

c. Menginformasikan alokasi distribusi vaksin (top down Pusat) dari Dinas
Kesehatan Provinsi dan realisasi distribusi vaksin ke Kabupaten/Kota se-

Provinsi;

d. Buat lampiran daftar jumlah vaksin dan kabupaten/kota wilayah provinsi
penerima vaksin.

Contoh:Tabel-4
No. Uraian Satuan | Jumlah Ket.
Alokasi dari Pusat Vial | ...
a. | Diterima dari Pusat Vial | ...
b. | Realisasi distribusi | Vial | ..........
Dinkes Kab/Kota
c. | Stock Gudang Dinkes | Vial | ...
Provinsi

Sumber data Lap KODE-B1
8) Alokasi dan Realisasi Distribusi Peralatan Pendukung dan Logistik.
a. Menginformasikan saldo awal (existing) sarana dan logistik pendukung
vaksinasi di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi;
b. Menginformasikan jumlah sarana dan logistik pendukung yang diterima dari
Pusat;
c. Menginformasikan total sarana dan logistik pendukung yang dikirimkan kepada
seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi;
d. Menginformasikan saldo sarana dan logistik pendukung di Kantor Kesehatan
Provinsi;
e. Dibuatkan lampiran untuk masing — masing kabupaten/kota penerimanya.
Contoh: Tabel-5

Alokasi dari Pusat
Saldo Awal (milik Dinkes
Provinsi sendiri)
1. | Jumlah diterima (dari
Pusat)
2. | Distribusi ke seluruh
kabupaten/kota
3. | Stock Dinkes Provinsi
Keterangan: 7
A Logistik A1 Auto Disable Syringe Pcs
A2 Alcohol Swab Pcs
A3 Safety Box Pcs
B. APD B.1 Masker Pcs
B.2 Face Shield Pcs
B.3 Sarung Tangan Pcs
C. Cold Chain CA Vaccine Refrigator
C.2 Cold Box
C.3 Cold Pack
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Cd Vaccine Carrier
D. Kartu Vaksinasi D
Sumber data Lap KODE-B1
7. Temuan audit. l
Merupakan integrasi temuan audit dari LAP Kode-B1 dan B2

7) Penilaian ketepatan Sasaran
Contoh:
Berdasarkan audit pada Dinas Kesehatan Provinsi dan Fe?syankes Provinsi terdapat target
sasaran yang tidak sesuai kriteria dan prioritas kelompok sebanyak .....orang dengan
rincian sebagai berikut:
a. merupakan agregasi temuan audit pada LAP KObE—BT dan B2;
b. Kondisi agar diuraikan secara singkat tetapi pada informasi;
c. Jika diperlukan membuat lampiran atas kondisi t%muan audit hasil penilaian tidak
tepat sasaran pada Dinas Kesehatan Provinsi dan Fasyankes yang telah
dilakukan uji petik T

Hal ini disebabkan:
& .
- \
Akibatnya........
Sehubungan dengan permasalahan tersebut telah diben'lian rekomendasi dan disepakati
tindaklanjutnya oleh Dinas Kesehatan Provinsi sebagai berikut:
: T
b.
8) Penilaian ketepatan Jumlah. ‘
Contoh:
Berdasarkan audit pada Dinas Kesehatan Provinsi daL Fasyankes wilayah Provinsi
terdapat temuan audit tidak tepat jumlah dengan rincian sTbagaf’ berikut:

a. merupakan agregasi temuan audit pada LAP KODE-B1 dan B2;

b. Kondisi agar diuraikan secara singkat tetapi pad«'j'nfonnasi;

c. Jika diperlukan membuat lampiran atas kondisi teiruan audit hasil penilaian tidak
tepat jumlah pada Dinas Kesehatan Provinsi dan Fasyankes yang telah dilakukan
uji petik

Hal ini disebabkan:
a.

b.
Akibatnya..........
Sehubungan dengan permasalahan tersebut telah diberikan rekomendasi dan disepakati
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tindaklanjutnya oleh Dinas Kesehatan Provinsi sebagai berikut:
&
d.

9) Penilaian Ketepatan Waktu
Contoh:
Berdasarkan audit pada Dinas Kesehatan Provinsi dan Fasyankes terdapat ketidak

sesuaian distribusi atau ketidaksiapan terkait sarana pendukung, logiistik dengan jadual
pelaksanaan vaksinasi di fasyankes dengan rincian sebagai berikut:
a. merupakan agregasi temuan audit pada LAP KODE-B1 dan B2;
b. Kondisi agar diuraikan secara singkat tetapi padaLi:fonnasi;
c. Jika diperlukan membuat lampiran atas kondisi temuan audit hasil penilaian tidak
tepat waktu pada Dinas Kesehatan Provinsi dan Tasyankes yang telah dilakukan
uji petik |
Hal ini disebabkan:
a.
b.
Akibatnya.......
Sehubungan dengan permasalahan tersebut telah diberikan rekomendasi dan disepakati
tindaklanjutnya oleh Dinas Kesehatan Provinsi sebagai berikut:
a.
b.
10)Penilaian Ketepatan Kualitas.
Contoh:

Berdasarkan audit pada Dinas Kesehatan Provinsi dan Fslsyankes terdapat temuan audit

tidak tepat kualitas dengan rincian sebagai berikut:

b. Kondisi agar diuraikan secara singkat tetapi pada informasi;

c. Jika diperlukan membuat lampiran atas kondisi temuan audit hasil penilaian tidak
tepat kualitas pada Dinas Kesehatan Provinsi dan Fasyankes yang telah dilakukan
uji petik

Hal ini disebabkan:
a.

b.
Akibatnya..........
Sehubungan dengan permasalahan tersebut telah diberik?n rekomendasi dan disepakati

tindaklanjutnya oleh Dinas Kesehatan Provinsi sebagai berikut:
a.
b.

11)Penilaian Ketepatan Administrasi
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Contoh:

Berdasarkan audit pada Dinas Kesehatan Kabupaten/*ota dan Fasyankes terdapat
temuan audit tidak tepat administrasi dengan rincian sebagai berikut:

a. merupakan agregasi temuan audit pada LAP KODE‘-B1 dan B2;

b. Kondisi agar diuraikan secara singkat tetapi pada prormasi;

c. Jika diperlukan membuat lampiran atas kondisi temuan audit hasil penilaian
pengendalian risiko fraud pada Dinas Kesehatan Provinsi dan Fasyankes yang
telah dilakukan uji petik

Hal ini disebabkan:

a.

b.

Akibatnya..........

Sehubungan dengan permasalahan tersebut telah diberiklan rekomendasi dan disepakati

tindaklanjutnya oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai berikut:
a.
b.
12)Penilaian efesiensi ‘
Menguraikan permasalahan terkait dengan pen?gunaan vaksin, peralatan
pendukung dan logistik serta penggunaan anggaran dalam pelaksanaan vaksinasi
apakah sudah sesuai dengan prosedur, ketentuan, d?n efisien (penggunaan sumber
daya standar dibandingkankan output yang diperoleh).
a. merupakan agregasi temuan audit pada LAP KOEFE—B1 dan B2;
b. Kondisi agar diuraikan secara singkat tetapi pada informasi;.
c. Jika diperlukan membuat lampiran atas kondisi temuan audit tidak efisien dan
ekonomis pada Dinas Kesehatan Provinsi dan per fasyankes yang telah dilakukan
uji petik W
Hal ini disebabkan:
o |
b. ‘
Akibatnya..........
Sehubungan dengan permasalahan tersebut telah diberikan rekomendasi dan disepakati
tindaklanjutnya oleh Dinas Kesehatan Provinsi sebagai bIrikut:
& . ‘
b.
Hal ini disebabkan:
S |
b. ..
Akibatnya..........
Sehubungan dengan permasalahan tersebut telah dibeniI an rekomendasi dan disepakati
tindaklanjutnya oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi sJ_;agai berikut:

|
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13) Kecukupan Pengendlian Risiko Fraud
Menguraikan permasalahan terkait dengan Siste/r* Pengendalian Internal pada
masing-masing Fasyankes dalam mengendalikan Temungkinan terjadinya fraud
pada pelaksanaan vaksinasi.

a. merupakan agregasi temuan audit pada LAP KODE-B1 dan B2;

b. Kondisi agar diuraikan secara singkat tetapi padfinfonnasi;

c. Jika diperlukan membuat lampiran atas kondisi temuan audit hasil penilaian
pengendalian risiko fraud pada Dinas Kesehatanlrow’nsi dan per fasyankes yang
telah dilakukan uji petik

Hal ini disebabkan: ‘
8 s
b |

Akibatnya..........

Sehubungan dengan permasalahan tersebut telah diben'J(an rekomendasi dan disepakati

tindaklanjutnya oleh Dinas Kesehatan Provinsi sebagai bTrikut:

a.

b. .. ‘

8. Hal - hal yang perlu diperhatikan
Menguraikan permasalahan lain yang dijumpai dalam pelaks%anaan audit di Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota dan fasyankes namun tidak masuk dalam kategori suatu temuan hasil audit
karena tidak memenuhi atribut temuan audit (kondisi, kriterira, penyebab, dan akibat) serta
Temuan Audit lainnya yang tidak ada di TAO bersumber LAP, KODE-B1 dan LAP KODE-B2
Catatan: Apabila diperlukan dapat diberikan saran/rekomdﬂdasi kepada Gubernur untuk
menindaklanjuti hal — hal penting yang menjadi kewenangan Gubernur.
Demikian kami disampaikan, atas perhatian Bapakllbu‘ Gubernur diucapkan terima
kasih. ‘

Inspektur Kabupaten/Kota

Tembusan Yith:

1. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
2. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi.................... (dukungan LAP KODE-C2)
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota..........




LOGO/KOP

BPKP PERWAKILAN PROVINSI

LAPORAN KOMPILASI HASIL AUDIT
ATAS PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA
PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19 SE-
PROVINSI.........
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LOGO/KOP BPKP PERWAKILAN FROVINSI
Identitas dan Alamat APIP

===

Nomor ! et 2021
Lampiran : ...
Hal . Laporan Kompilasi Hasil Audit atas Pelab{sanaan

Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan

Pandemi Corona Virus Diseases 2019 (FOVID-
19) se-Provinsi...........

Yth. Gubernur.....
di... ‘

Dengan ini kami sampaikan Laporan Kompilasi HLsil Audit atas Pelaksanaan
Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi CFrona Virus Diseases 2019
(COVID-19) se-Provinsi........... berdasarkan Laporan Hasil Audit terlampir (dibuatkan
lampiran daftar Nama Instansi APIP, Nomor dan Tanggal Laporayn se-Provinsi), dengan pokok-
pokok bahasan sebagai berikut:

1. Dasar Pelaksanaan audit |

Dasar pelaksanaan audit adalah:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah;

b. Peraturan Presiden Rl Nomor 192 Tahun 2014 lentang Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan; ‘

c. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan
Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19);

d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan
Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandeﬂi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19);

e. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
HK.01.07/MENKES/12757/2020 Tentang Penetapan Sasaran Pelaksanaan
Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

f. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangar‘la dan Pembangunan Nomor

KEP-6/K/D2/2021 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) bagi Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah (APIP) KementerianlLembagalPemerinI:h Daerah;.

g. Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor
HK.02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam

LHA PPIP PUSAT 2013




Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

h. Keputusan Direktorat Jenderal Pencegahan dan PLngendalian Penyakit Nomor
HK.02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam
Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus D}'sease 2019 (COVID-19)

i. Surat Tugas Kepala BPKP Perwakilan Provinsi................... Nomor

2. Tujuan Audit
Tujuan audit adalah untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa proses
perencanaan, pelaksanaan, alokasi dan pemanfaatan sumber daya, serta Monitoring
dan Evaluasi kegiatan program vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi
COVID-19 telah dilaksanakan melalui tata kelola yang baik dan memberikan
rekomendasi perbaikan atas kelemahan yang ditemui.

3. Sasaran dan ruang lingkup audit

1) Sasaran audit adalah menilai auditan telah menjalankan program vaksinasi
kegiatannya secara ekonomis, efisien, dan efektif. Di samping itu, sasaran audit
juga untuk mendeteksi adanya kelemahan sisterrl, pengendalian intern serta
adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan,
dan ketidakpatutan (abuse). Program vaksinasi dalam rangka penanggulangan
pandemi COVID-19 yang  dilaksanakan leh Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota............. dengan jumlah audit uji petik pada Dinas Kesehatan
{Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
sebagai berikut:

Contoh: Tabel-1
No Jenis Fasyankes Jumlah Keterangan

a) | Dinas Kesehatan Provinsi... 1
b) | Dinas Kesehatan Kab/Kota
c) | Puskemas
d) | Rumah Sakit
e) |Klinik
f) KKP
Sumber data: Lap KODE A3, B3, C1, D1 dan E1, Rincian *erlampir
2) Ruang lingkup audit program vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi

COVID-19 terdiri dari perencanaan, pelaksanaanl alokasi dan pemanfaatan
sumber daya, serta Monitoring dan Evaluasi kegiatan vaksinasi.

3) Pelaksanaan audit program vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi
Covid-19 tahun 2021 se-Provinsi.... dilaksanakan sebanyak.... hari pemeriksaan,

dengan jumlah auditor sebanyak ...... orang. Dengan rincian:




Contoh: Tabel-2
No. Asal APIP Jumlah Auditor | Jumlah HP
BPKP Pusat (Kode-E1)

Itjen K/L/TNI/Irwasum (Kode-D1)
BPKP Perwakilan (Kode-C1)
Kompilasi Inspektorat Provinsi (B3) |

O Al W M=

Kompilasi Inspektorat Kabupaten/Kota (A3)

Jumlah |
Sumber data: Lap KODE A3, B3, C1, D1 dan E1
4. Batasan Tanggung Jawab

Auditor hanya bertanggungjawab sebatas simpulan hasil audit. Kebenaran dan
validitas dokumen yang disampaikan kepada auditor sebagai dasar pengambalian
simpulan menjadi tanggungjawab manajemen program atau pihak-pihak terkait yang

menyampaikan dokumen.
5. Metodologi audit

Metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan aud‘it program vaksinasi dalam

rangka penanggulangan pandemi Covid-19 adalah:

a. Perencanaan audit antara lain pemahaman bisnis proses, mitigasi risiko dan
penyusunan pedoman audit termasuk penyusunjn langkah kerja audit serta
penetapan waktu audit.

b. Penetapan jumlah sampling pengujian, analisis terh#dap data kuantitatif atas data
primer dan data sekunder yang tersedia dan diperoleh dari lembaga/instansi
pemerintah termasuk wawancara dengan stakehalder serta prosedur lainnya
yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan. T

c. Audit dilaksanakan sesuai Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI)
yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Peme‘rintah Indonesia (AAIPI).

6. Informasi umum ‘

1) Identitas auditan
Menginformasikan jumlah dan jenis auditan yang‘(Dinas Kesehatan Provinsi,
Dinkes Kabupaten/Kota, Fasyankes Vertikal, Fasyankes Provinsi, dan Fasyankes
Kabupaten sesuai laporan hasil audit yang dikompil?si.

2) Sumber dan Realisasi Anggaran Pelaksanaan Vaksinasi

a. Merupakan data dan informasi setelah pelaksanaan satu siklus vaksinasi 2 kali
suntik; ‘
b. Menginformasikan sumber anggaran, pagu anggaran dan realisasi

penggunaan anggaran pelaksanaan vaksinasi se-rrovinsi.
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Contoh:Tabel-3

No Sumber Dana Pagu Realisasi %-tase
a) | APBN

b) | APBD

c) | Lainnya (BLU)

Jumlah
Sumber data: Lap KODE A3, B3, C1, D1 dan E1
3) Daftar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankel)
¢. Merupakan data dan informasi setelah pelaksanaan satu siklus vaksinasi 2 kali

suntik;

d. Menginformasikan jumlah Fasilitas Pelayanan Ke
yang ditetapkan/ditugaskan (MoU) sebagai pelak

Contoh:Tabel-4

sehatan “existing” dan jumlah

sana vaksinasi se-Provinsi.

Jumlah Fasyank

(es

No. | Jenis Fasyankes Pel

Existing Va

ksana
inasi

Keterangan

Vertikal

Pemda Provinsi

Pemda Kabupaten

Puskesmas

®|alo|o|®

Klinik

f RS Swasta

Sumber data: Lap KODE A3

4) Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Vaksin
a. Menginformasikan total Sumber Daya Manusi

mendapatkan pelatihan vaksinasi Covid-19 dz
melaksanakan vaksinasi di Fasyankes di wilayah

b. Menginformasikan rasio pelayanan jumlah SDMK
dengan jumlah Target Sasaran Vaksinasi se-Prov
Contoh:Tabel-5

1asi (Vaksinator)

a Kesehatan (SDMK) yang
an SDMK  yang ditugaskan
se-Provinsi....;

yang di tugaskan dibandikan

(insi.

Vaksinator Ditugaskan Vaksinator Sudah Dilatih
i g i oitar | Pachad | i || Dokise | Farisait | Bidan
a. | >Vertikal | ... Org | ... Org | ... Org | ... Org | ... Org | ... Org
b. | YPemdaProv. | .. Om 1 s g | e 9, 2| I o O | e Org
c. | YPemdaKab/Kota | ... Org | ... Org | ... Org | ... Org | .. Org | .. Org
d | >Llainnya | .. O | s o | Org || ...... o | o g | s Org
Jumlah | ... orgl e (0], [l Q. O/ | coeses Org | . Org | ... Org |

Sumber data: Lap KODE A3
5) Alokasi dan Realisasi distribusi Vaksin Covid-19
a. Merupakan seluruh data dan informasi dalam per,
siklus vaksinasi 2 kali suntik;
b. Menginformasikan alokasi vaksin (top down
Kesehatan ke Dinas Kesehatan Provinsi, Dina

realisasi vaksin yang diterima oleh masing — mas

jode waktu pelaksanaan satu

Pusat) dari Kementerian
S Kesehatan Kab/Kota dan

ng sasaran
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Contoh:
Distribusi vaksin Pusat ke Provinsi dan pengiriman ke Kabupaten/Kota se-
Provinsi
Contoh: Tabel-6
No. Uraian Satuan | Jumlah Ket.

(1) (2) (3) (4) (5)

Alokasi dari Pusat Vial | ...

a. | Diterima dari Pusat Vial | ...

b. | Realisasi distribusi ke | Vial | ...........
Kab/Kota

c. | Stock Gudang Dinkes | Vial | ...
Provinsi

Sumber data: Lap KODE B3
Agar dibuatkan lampiran distribusi vaksin dari Dinkes Pravinsi kepada masing — masing
kabupaten/kota penerima vaksin.

Distribusi vaksin dari Dinkes Kabupaten/Kota ke Fasyankes wilayahnya.

Jumlah Vaksin
No. Uraian Satuan | Diterima=tabel- T Ket.
6 kolom (4) b, | Dikirim
1. | Diterima dari Dinkes Vial | ...
Provinsi
2. | Realisasi  distribusi
Fasyankes
m. > Puskesmas Vial |
n. ¥ RSUD Kab/Kot Vial [, ...
0. > RSUD Provinsi U S
p. ¥ UPT Vertikal (RS Vial
Pemerintah
Pusat,KKP dll)
g. > Klinik Swasta Vial
r. > RS Swasta Vial
Jumlah distribusi Vial | ... ..
3. | Stock Gudang Dinkes Vial | .
[ Kabupaten/Kota

Sumber data: Lap B3, Rincian terlampir
Agar dibuatkan lampiran distribusi vaksin dari masing — masing kabupaten/kota penerima
vaksin kepada fasyankes di wilayahnya.

6) Target dan Realisasi Sasaran Vaksinasi.

a. Merupakan seluruh data dan informasi dalam satu periode pelaksanaan satu
siklus vaksinasi (2 kali suntik) se-Kabupaten/Kota

b. Menginformasikan total alokasi vaksin (dosis) yang diterima di masing — masing
Fasyankes di wilayah se-Kabupaten/Kota;

c. Menginformasikan total target sasaran vaksinasi di masing — masing
Fasyankes di wilayah se-Kabupaten/Kota;,

d. Menginformasikan total hasil catatan pelayanan di “4 (empat) meja” di masing
— masing fasyankes di wilayah se-Kabupaten/Kota;




e. Menginformasikan total saldo vaksin yang masih belum di gunakan di masing-

masing fasyankes di wilayah se-Kabupaten/Kota.
Contoh: Tabel-7

1. | Kota... ...0rg ...0rg ...0rg .Org Org ..0rg ..0rg |
2. | Kabupaten... ...0rg <0 ...0rg .Org ...0rg .Org | ..Org |
3. | Kabupaten... ...0rg ...0rg ...0rg ...0rg ...0rg .0rg | ..Org
4. | Kabupaten... ...0rg ...0rg ...0rg ...0rg Org .Org | ..Org
5. | Kabupaten... ...0rg ...0rg .0 ...0rg Org .Org | ..Org |
6. | Kabupaten... ...0rg ...0rg ...0rg ...0rg O .Org | ..Org
Jumlah ...0rg ...0rg ...0rg .0 ...0rg .0
Tabel-7 dibuatkan lampiran rincian Fasyankes untuk masing — masing
Kabupaten/Kota.

Contoh:Tabel-7.1 (lampiran tabel-7 untuk Kabupaten/Kota)

1. | ¥ Puskesmas ...0rg ...0rg ...0rg ...0rg ...0rg ..Org | .Org |

2 |3 RSUD ...0rg ..0rg ..0rg ..0rg ..0rg ...0rg ..0rg
Kab/Kot

3 | ¥ RSUD ...0rg ...0rg ...0rg ...0rg ...0rg ...0rg ...0rg
Provinsi

4. | ¥ UPT Vertikal ..0rg ...0rg ...0rg ...0rg ..0rg ..0rg | ..Org
(RS Pemerintah
Pusat,KKP dli)

5. | > Klinik Swasta ...0rg ...0rg ...0rg ...0rg ..0rg ..0rg | .Org |

6. | > RS Swasta ...0rg ...0rg ..0rg ...0rg ...0rg .0rg | ..0rg |
Jumlah ...0rg ...0rg ...0rg ...0rg ...0rg ...0rg

Sumber data: Lap KODE A-3
7) Alokasi dan Realisasi Distribusi Peralatan Pendukung dan Logistik.
a. Menginformasikan saldo awal (existing) sarana dan logistik pendukung
vaksinasi di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
b. Menginformasikan jumlah sarana dan logistik pendukung yang diterima dari
Dinas Kesehatan Provinsi/Pusat;
c. Menginformasikan total sarana dan logistik pendukung yang dikirimkan kepada
seluruh fasyankes di wilayah se-Kabupaten/Kota,
d. Menginformasikan saldo sarana dan logistik pendukung di Kantor Kesehatan
Kabupaten/Kota.
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Distribusi sarana pendukung dan logistik dari Kemkes Pusat ke Dinkes Provinsi
dan pengirimannya ke Kabupaten/Kota se-Provinsi
Contoh: Tabel-8

Alokasi Pusat
1. | Saldo Awal (milik
Dinkes Provinsi
sendiri)
2. | Jumlah diterima (dari
Kemkes Pusat)
3. | Distribusi ke Dinkes
Kab/Kota
4. | Stock Dinkes di
Provinsi
Agar dibuatkan rincian distibusi sarana pendukung dan logistik dari Dinas Kesehatan
Provinsi ke Kabupaten/Kota dan fasyankes di wilayahnya.

Contoh: tabel-8.1 (lampiran tabel-8 untuk kabupaten/kota)

Saldo Awal (milik
Dinkes
Kabupaten/Kota
sendiri)

2. | Jumlah diterima (dari
Dinkes
Provinsi/Pusat)

3. | Distribusi ke
Fasyankes

A | > Puskesmas
B | > RSUD Kab/Kot
C | 5 RSUD Provinsi
D | ¥ UPT Vertikal
(RS Pemerintah
Pusat,KKP dll)

E | 5 Klinik Swasta
F | ¥ RS Swasta
Jumlah  dikiim ke
Fasyankes

4. | Stock Dinkes di
Kab/Kota (1+2-3)
Sumber data: Lap KODE-A3

Keterangan:

Logistik . Auto Disable Syringe

A2 Alcohol Swab Pcs
A3 Safety Box Pcs
B. APD B.1 Masker Pcs
B.2 Face Shield Pcs
B.3 Sarung Tangan Pcs
C. Cold Chain CA Vaccine Refrigator
C.2 Cold Box
C.3 Cold Pack
C4 Vaccine Carrier
D. Kartu Vaksinasi D
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7. Temuan audit.

Merupakan resume integrasi temuan audit dari LAP Kode-A3, B3, C1, D1 dan E1.
1) Penilaian ketepatan Sasaran
Contoh:
Berdasarkan audit pada Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota dan Fasyankes terdapat target sasaran yang tidak sesuai kriteria dan
prioritas kelompok sebanyak .....orang dengan rincian sebagai berikut:
a. merupakan agregasi temuan audit pada LAP KODE-A3, B3, C1, D1 dan E1.A3
dan B3;
b. Kondisi agar diuraikan secara singkat tetapi pada J':formasi;.

c. Jika diperlukan membuat lampiran atas kondisi temuan audit tidak tepat sasaran

pada Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan per
fasyankes yang telah dilakukan uji petik
Hal ini disebabkan:

Akibatnya.......
Sehubungan dengan permasalahan tersebut telah diberikan rekomendasi dan disepakati
tindaklanjutnya oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan Diqas Kesehatan Kabupaten/Kota
sebagai berikut:
a.
b.
2) Penilaian ketepatan Jumlah.

Contoh:
Berdasarkan audit pada Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

dan Fasyankes terdapat temuan audit tidak tepat jumla;v atas distribusi vaksin, sarana

pendukung dan logistik dalam rangka pelaksanaan vaskinasi dengan rincian sebagai
berikut:

b. Kondisi agar diuraikan secara singkat tetapi pada informasi;
c. Jika diperlukan membuat lampiran atas kondisi ;%muan audit tidak tepat jumlah
pada Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan per
fasyankes yang telah dilakukan uji petik
Hal ini disebabkan:
a.
b.

Akibatnya..........




Sehubungan dengan permasalahan tersebut telah diberikan rekomendasi dan disepakati
tindaklanjutnya oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
sebagai berikut:

a.
b.
3) Penilaian Ketepatan Waktu
Contoh:
Berdasarkan audit pada Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota dan Fasyankes terdapat kegitatasn distribusi vaksin, sarana pendukung
dan logiistik yang tidak sesuai jadual pelaksanaan vaksinasi di fasyankes dengan rincian
sebagai berikut:
a. merupakan agregasi temuan audit pada LAP Kode-A3, B3, C1, D1 dan E1.;
b. Kondisi agar diuraikan secara singkat tetapi pada informasi;.
c. Jika diperlukan membuat lampiran atas kondisi temuan audit tidak tepat waktu
pada Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan per
fasyankes yang telah dilakukan uji petik

Hal ini disebabkan:

Akibatnya.......
Sehubungan dengan permasalahan tersebut telah diberikan rekomendasi dan disepakati
tindaklanjutnya oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
sebagai berikut:
N |
b.
4) Penilaian Ketepatan Kualitas.
Contoh:
Berdasarkan audit pada Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota dan Fasyankes terdapat temuan audit tidak tepat kualitas terkait tempat
penyimpanan vaksin dan layanan pelaksanaan vaksinasi (KIPI) dengan rincian sebagai
berikut:

a. merupakan agregasi temuan audit pada LAP Kode-A3, B3, C1, D1 dan E1;

b. Kondisi agar diuraikan secara singkat tetapi pada informasi;

c. Jika diperlukan membuat lampiran atas kondisi temuan audit tidak tepat kualitas
pada Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan per
fasyankes yang telah dilakukan uji petik

Hal ini disebabkan:

Akibatnya..........
Sehubungan dengan permasalahan tersebut telah diberikan rekomendasi dan disepakati
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tindaklanjutnya oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
sebagai berikut: ‘
a.
b. . |
5) Penilaian Ketepatan Administrasi
Contoh: ‘
Berdasarkan audit pada Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota dan Fasyankes terdapat temuan audii tidak tepat administrasi pada
tindak lanjut hasil monitoring dan pertanggungjawadan administrasi kegiatan dan
keuangan dalam rangka pelayanan vaksinasi dengan rincian sebagai berikut:
(L-A3, B3, C1, D1 dan E1.;
informasi;.

a. merupakan agregasi temuan audit pada LAP Kodi
b. Kondisi agar diuraikan secara singkat tetapi pada

c. Jika diperlukan membuat lampiran atas kondisi temuan audit tidak tepat
administrasi pada Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota dan per fasyankes yang telah dil*akukan uji petik

B ‘
Akibatnya..........
Sehubungan dengan permasalahan tersebut telah diberfr(an rekomendasi dan disepakati

Hal ini disebabkan:

tindaklanjutnya oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

sebagai berikut: ‘

a. ...

b |

6) Penilaian efesiensi ‘
Menguraikan permasalahan terkait dengan penggunaan vaksin, peralatan
pendukung dan logistik serta penggunaan arLgaran dalam pelaksanaan

vaksinasi apakah sudah sesuai dengan prosebur, ketentuan, dan efisien

(penggunaan sumber daya standar dibandingkankan ou(tput yang diperoleh).
a. merupakan agregasi temuan audit pada LAP Kode-A3, B3, C1, D1 dan E1;
b. Kondisi agar diuraikan secara singkat tetapi pad& informasi;.
c. Jika diperlukan membuat lampiran atas kondisi temuan audit tidak efisien dan
ekonomis pada Dinas Kesehatan Provinsi dan Jinas Kesehatan Kabupaten/Kota
dan per fasyankes yang telah dilakukan uji petik‘

Hal ini disebabkan:

Akibatnya.......... ‘
Sehubungan dengan permasalahan tersebut telah diberikan rekomendasi dan disepakati
tindaklanjutnya oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan Drnas Kesehatan Kabupaten/Kota




sebagai berikut:

7) Kecukupan Pengendlian Risiko Fraud
Menguraikan permasalahan terkait dengan Sisten'{ Pengendalian Internal pada
masing-masing Fasyankes dalam mengendalikan kemungkinan terjadinya fraud
pada pelaksanaan vaksinasi. ‘

a. merupakan agregasi temuan audit pada LAP Kode-A3, B3, C1, D1 dan E1;

b. Kondisi agar diuraikan secara singkat tetapi pada informasi;

c. Jika diperlukan membuat lampiran atas kondisi temuan audit hasil penilaian
pengendalian risiko fraud pada Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota dan per fasyankes yang telah dilakukan uji petik

Hal ini disebabkan:

Akibatnya..........
Sehubungan dengan permasalahan tersebut telah diberikan rekomendasi dan
disepakati tindaklanjutnya oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota sebagai berikut:
a.

Hal — hal yang perlu diperhatikan
Menguraikan permasalahan lain yang dijumpai da!am‘ pelaksanaan audit di Dinas
Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan fasyankes namun tidak
masuk dalam kategori suatu temuan hasil audit karena tidak memenuhi atribut temuan audit
(kondisi, kriteria, penyebab, dan akibat) serta Temuan Audit lainnya yang tidak ada di TAO
bersumber LAP Kode-A3, B3, C1, D1 dan E1. ‘

Catatan: Apabila diperlukan dapat diberikan saran/rekomendasi kepada Gubernur untuk
menindaklanjuti hal — hal penting yang menjadi kewenangaT Gubernur..
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Demikian kami disampaikan, atas perhatian Bapak Gubernur... diucapkan terima
kasih.

Kepala BPKP Perwakilan

Tembusan Yth:

Menteri Dalam Negeri;

Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
Deputi Kepala BPKP PIP Bidang Polhukam PMK
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi..........

00 N

DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BIDANG
PENGAWASAN ljI‘ISTAN SI PEMERINTAH

BIDANG POLITI HUKUM, KEAMANAN,
PEMBANGUNAN MANUSIA, DAN
KEBUDAYAAN,

IWAN TAUFIQ PU]'TEWANTO




